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Pembimbing |1 . Hajarul Akbar, M.Ag

Kata Kunci . Sistem Recovery, jaminan, risiko kecelakaan kerja, akad

ljarah ‘Ala Al-‘Amal

Petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar merupakan pekerjaan yang
memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, sehingga harus mendapatkan
jaminan yang seimbang antara risiko kecelakaan kerja yang diterima dan
jaminan yang akan diberikan. Penelitian ini berfokus sekaligus menjawab tiga
pertanyaan yaitu pertama bagaimana sistem penjaminan atas resiko kerja
petugas Damkar pada BPBD Aceh Besar, kedua bentuk recovery dan risiko
kecelakaan kerja petugas Damkar, ketiga perspektif akad ijarah ‘ala al-‘amal
terhadap sistem recovery risiko kerja Damkar BPBD aceh besar. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif analisis melalui
pengumpulan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data
sekunder yang diperoleh dari penelitian perpustakaan. Hasil penelitian
menunjukan bahwa petugas yang mengalami kecelakaan kerja maka sistem
penjaminan yang diberikan kepada petugas Damkar BPBD Aceh Besar hanya
berupa santunan dan BPJS kesehatan serta tidak mendapatkan kartu jaminan
ketenagakerjaan dan asuransi lainnya. Petugas Damkar juga tidak mendapatkan
Recovery khusus dari kecelakaan kerja ringan maupun berat seperti luka,
cendera, cacat, patah tangan hingga kematian. Sistem Recovery dan jaminan
yang di berikan kepada petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh besar
terhadap risiko kecelakaan kerja belum sesuai dengan konsep ijarah ‘ala al-
‘amal dimana tidak terpenuhi salah satu syarat sah akad yaitu ketidajelasan
tentang jaminan yang diberikan kepada petugas Damkar BPBD Aceh Besar.
Dalam hukum ketenagakerjaan juga terdapat ketidaksesuaian karena jaminan
yang diberikan masih belum sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun
2003. Pemerintah Aceh Besar seharusnya melindungi petugas pemadam
kebakaran dengan jaminan ketenagakerjaan dan mengikutsertakan petugas
dalam asuransi supaya petugas merasa aman dan terjamin saat bekerja
dilapangan.
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1. Konsonan

PEDOMAN TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama Rl dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1978-Nomor: 0543 b/U/1987

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf,

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda

sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf

Latin.
Arab | Nama Latin Ket. Arab| Nama Latin Ket.
tidak tidak te (dengan
| Alif | dilambang | dilambang | ¥ |’ t titik di
kan kan bawah)
zet
_ y (dengan
< |Ba B Be L |z % titik di
bawah)
koma
< | Ta’ L) Te ¢ | ‘ain ‘ terbalik di
atas)
es (dengan
< | Sa’ 5 titik di Gain G Ge
atas)
z |Jim J Je <& | Fa F Ef
ha
_, dengan a k. .
¢ |Ha h Eitik%i 8 Ny | K
bawah)
¢ | Kha Kh kadanha | & |Kaf K Ka
> | Dal D De J |Lam L El
zet
3 | Zal Z (dengan & | Mim M em
titik di
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atas)
y |R& R Er ¢ | Nin N En
3 | Zai z Zet 9 | Wau w We
o | Sin S Es 2 | H& H Ha
o | Syin Sy es dan ye s Ia—|hamz apostrof
es (dengan
o2 | Sad $ titik di S | Ya Y Ye
bawah)
de
. - (dengan
| Pad | titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal dan vokal rangkap.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
z fathah A A
- Kasrah I |
s dammah U U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf |Gabungan Huruf, Nama
$--- | fathah dan ya’ Al adani

5...  |fathah dan wau Au adanu
Contoh:




kg : kataba

:}3-; s fa‘ala
J’/f}b : Zukira
LA : yazhabu
U :su’ila
s - kaifa
I3k : haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya dengan harkat dan huruf.
Transliterasinya berupa huruf dan tanda, vocal panjang ditulis, masing-masing
dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Na Huruf dan Ketdndl
Huruf Tanda :
o A\ i 5 a dengan
Fal athagoa alif /g garis di atas
[5 kasrah dan ya I | dengan
ol y garis di atas
" dammah dan waw 8] U dengan
garis di atas
Contoh:
J6 :qala

&t .rama

Ow

2 qila

-

3}23 : yaqiilu



4. Ta’ Marbitah (3)
Transliterasi untuk ¢@’ marbitah ada dua, yaitu:
a. Ta’ marbitah hidup
Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah (t).
b. Ta’ marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h).

Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta’ marbitah diikuti oleh
kata yang mengunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

Q@Lm 5% raudah al-agfal | raudatul agfal

ij“ Ja3al . al- Madrnah al-Munawwarah

al- Madinatul-Munawwarah
sl . talhah

5. Syaddah (Tasydzd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

%5  :rabbana

J%  :nazala

fn,/.i\ : al-birr
F+ o al-hajj

w i

L4

5.» I nu’ ima
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6. Katasandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu (J). Namun dalam transliterasi kata sandang dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang vyang diikuti oleh  huruf  syamsiyyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang vyang diikuti olen huruf gamariyyah
ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupun huruf
gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanda sempang.
Contoh:
QN rar-rajulu
sdzdl : as-sayyidatu
Seaidl :asy-syamsyu
;.Lﬂ\ - al-galamu
&:M\ : al-badi’u
j‘)’\i—‘ > al-jalamu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

Xii



kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
O9a20 :ta’ khuziina
£33 ran-nau’
{25 isyai'un
S| -inna
2
2, 0* -
el Tumirtu
ST akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:

s 4 5 : Wainnallaha lahuwa khairurrazigin
Ozl 4015336 - Fa aufulkaila wal- mizan

B 22 : Ibrahim al-Khalil /1prahimul-Khalil
BLshgaiE &) w2y Bismillahi majrahd wa mursah

= é?- u‘@‘ L;-c ‘\Uj : Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti

Se U\ @Jaw\ o : manistas ‘a ilaihi sabila

9. Huruf Kapital
Meskipun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun

dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital
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seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana
nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya.
Contoh:
Jiy 311 Az 3 . Wa ma Muhammadun illa rasul
B i ol :  lallaz7 bibakkata mubarakkan
Sed as O3 @l Olas; 345 Syahru Ramad anal-lazi unzila fihi
qur ‘anu
b éﬁ!b é'\; K[ :  Wa lagad ra a@hu bil-ufugil-mubini
Giod W 25 ) s © Alhamdu lillahi rabbil ‘alamm

Penggunaan hurufawal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

L35 5355 &l Ga 3 ¢ Nasrun minallahi wa fathun garib

Lé/usf; }»:YT fjé-::;:s . Lillahil-amru jami ‘an

ke oo B AW 5 - Wallaha bikulli syai‘in ‘alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan IImu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:
Modifikasi

Xiv



a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.

c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia
tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pekerjaan memiliki risiko yang berbeda-beda, dan hal ini sering
menjadi indikator tingkat gaji dan jaminan yang akan diterima pekerja.
Lazimnya suatu perusahaan menetapkan tinggi rendahnya gaji pekerja dari sisi
risiko yang dihadapi baik dari risiko hard skill dalam pekerjaan maupun dari
sisi soft skill-nya. Untuk memproteksi risiko pekerjaan maupun ancaman dari
pekerjaan itu sendiri di tempat kerja, pihak perusahan harus mampu memberi
perlindungan yang baik untuk meminimalisir risiko dan juga mewujudkan rasa
aman bagi pekerjan dalam melaksanakan tugasnya yang telah ditetapkan oleh
perusahaan.

Dalam suatu perjanjian kerja, pihak pekerja maupun perusahaan harus
membuat klausula-klausula tertentu untuk menjaga kepentingan masing-masing
pihak termasuk risiko yang dihadapi pihak pekerja dan sistem proteksi yang
harus dilakukan untuk mencegah kerugian baik secara moril maupun materil
bagi para pihak dan menghilangkan tindakan diskriminatif dan eksploitatif oleh
perusahaan terhadap pihak pekerjanya. Dalam suatu perjanjian kerja, penting
sekali dicantumkan dalam bentuk klausula khusus tentang perlindungan risiko
kerja dengan upaya perlindungan dan tindakan preventifnya.!

Setiap pekerja harus memahami dan mengerti tentang risiko yang akan
dihadapinya dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga harus mendapatkan
informasi yang memadai tentang semua aspek yang berhubungan dengan
pekerjaan dan risikonya termasuk hal-hal yang krusial yang berkaitan langsung
dengan objek pekerjaan yang akan dilakukan. Oleh karena itu setiap pihak

pemberi kerja harus mampu memenuhi setiap aspek yang dibutuhkan pekerja

! Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjitrosudibio, cet, 23, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), Pasal 1313.
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agar tercipta iklim kerja yang aman, kondusif dan nyaman bagi setiap
pekerjanya karena hal tersebut terkait langsung dengan produktifitas yang akan
dihasilkan oleh setiap pekerja.?

Perusahaan ataupun institusi harus mampu mewujudkan suasana yang
baik agar setiap produktifitas yang dibutuhkan oleh pekerja bisa terwujud secara
maksimal. Salah satu aspek yang paling dibutuhkan ialah perlakuan baik dan
juga sistem informasi yang terbuka yang dapat diakses oleh setiap pekerja yang
harus diwujudkan oleh setiap institusi.

Peran serta tenaga kerja dalam perusahaan sangat strategis untuk itu
setiap pekerja harus mampu memberikan konstribusi terbaik meski pun harus
menghadapi tantangan dan risiko di tempat kerja. Oleh karena itu tenaga kerja
membutuhkan kepastian adanya perlindungan, dan pemeliharaan terhadap
pekerja dalam bekerja dan beraktifitas sesuai dengan ketentuan dan job desk
yang ditetapkan perusahaan. Perusahaan juga harus melakukan kebijakan untuk
peningkatan kesejahteraan  karyawannya, sehingga hal tersebut akan
memberikan kenyamanan bekerja dan hal tersebut akan dapat meningkatkan
produktivitas kerja secara keseluruhan.

Untuk menghasilkan produktifitas yang maksimal, maka pekerja harus
mendapatkan perlindungan kerja dengan baik agar dapat bekerja dengan
nyaman, dengan kepastian perlindungan hukum tersebut. Perlindungan risiko
yang dibutuhkan pekerja, dalam bentuk memberikan asuransi dengan premi
tertentu, dan jaminan kecelakaan kerja yang kemungkinan besar terjadi di
lapangan saat bekerja.

Keselamatan kerja merupakan salah satu daya upaya yang dilakukan
dalam mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja.
Pengendalian berbagai macam bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya
secara tepat dalam melaksanakan keselamatan dan perlindungan kerja, karena

kenyamanan dan semangat kerja suatu kondisi yang harus diketahui dan

2 Subakti, Perjanjian, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), him. 56.



diinformasikan kepada pihak tertentu. Dengan diketahuinya dampak baik dan
buruknya suatu pekerjaan bisa meningkatkan profesionalitas tenaga kerja dan
mengetahui tercapai atau tidaknya dedikasi terhadap kinerja di suatu lembaga
atau instansi masyarakat.

Secara garis besar risiko dapat diartikan sebagai peluang timbulnya
kerugian atau sesuatu yang tidak dipekirakan akan terjadi hingga mengakibatkan
kerugian yang tidak diharapkan.® Jadi risiko dihubungkan dengan kemungkinan
terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga,
dengan kata lain kemungkinan itu akibat adanya ketidakpastian dimana
ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko yang
bersumber dari berbagai aktifitas. Perusahaan sebaiknya harus mengatur
manajemen risiko terkait bahaya tenaga kerja dan objek pekerjaan guna
mempertahankan kelangsungan suatu instansi, melalui identifikasi faktor risiko
utama dan pengelolaannya.

Rencana pengurangan risiko harus disusun setelah memperoleh input
dan informasi dari pekerja dan mempertimbangkan semua faktor risiko yang
tercantum dalam panduan. Berhubung dengan adanya risiko kerja yang dimiliki
oleh setiap tenaga kerja maka perusahaan perlu mengelola manajemen risiko
kerja untuk proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi
pengelolaannya. Agar dapat mengidentifikasi risiko dan menentukan besarnya
resiko yang dimiliki oleh pekerja dan juga perusahaan supaya dapat mencari
jalan penangganan risiko dan meminimalisir faktor-faktor terjadinya risiko
tersebut. Penanggulangan risiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara

dan pengelolaan penanggulangan risiko inilah yang disebut manajemen risiko.*

3 Bekti Siwi Aningrum, “Identifikasi Dan Analisis Risiko Dalammasa Pemeliharaan
Pada Proyek Konstruksi Di Kota Surabaya”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta,
2012.

4 Syifa Fauziah, “Analisis Manajemen Risiko pada Produk Asuransi Jiwa Individu dan
Asuransi Jiwa Kumpulan”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2011, him.2.



Manajem risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau
pekerjaan. Jika terjadi suatu bencana, seperti kebakaran atau kerusakan,
perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat
menghambat, mengganggu bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau
pekerjaan diinstansi. Manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk
mengelola risiko sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masing-masing
perusahaan atau organisasi lainnya. Mengelola risiko berarti mengidentifikasi
dan mengambil peluang untuk meningkatkan kinerja serta mengambil tindakan
untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadi sesuatu yang salah.

Menurut pendapat para fugaha apabila dilihat dari segi objeknya ijarah
terbagi menjadi dua macam yaitu ijarah ala al-manafi’ dan ijarah ala al‘amal.
Adapun akad pemberian upah kepada pekerja disebut akad ijarah ala al‘amal
atau ujrah. Secara bahasa ijarah ‘ala al-‘amal atau ujrah mempunyai makna
yang sama berarti upah, sewa jasa atau imbalan. ljarah ‘ala al- ‘amal merupakan
pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.’

Sayyid Sabig menjelaskan bahwa, ijarah ‘ala al-‘amal ini merupakan
akad yang dilakukan oleh para pihak untuk mengambil keuntungan dalam
bentuk jasa yang ditawarkan oleh seseorang kepada pihak lainnya dengan
diberinya upah dalam bentuk dan jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan
yang dijanjikan dalam akad. Pada hakikatnya ijarah ‘ala al-‘amal yakni pihak
pekerja atau seseorang yang disewa jasanya untuk melakukan suatu pekerjaan
dan sibayari dengan upah.® Pada akad ijarah ‘ala al-‘amal pihak penyewa jasa
ini dapat menggunakan jasa dari pihak yang menawarkan skill-nya secara
maksimal sesuai dengan kesepakatan. Pihak yang menawarakan jasa tersebut
harus memiliki komitmen untuk melakukan semua kesepakatan yang telah

dibuat dalam kontrak.

5> Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), him. 34.

¢ Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Jilid V, (Terjemahan. Nor Hasanuddin, dkk), (Jakarta:
PT. Pena Punndi Aksara.2006), him.203.



Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, dalam akad ijarah ‘ala al-
‘amal para pihak yang terlibat dalam akad ijdrah ‘ala al-‘amdl ini harus
memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan semua kewajibannya untuk
memperoleh hak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun risiko yang
muncul dalam pekerjaan harus dinegosiasikan agar tidak menimbulkan
kesenjangan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan di antara pihak
penyewa dan juga pihak pekerja.” Salah satu bentuk bentuk akad ijarah ‘ala al-
‘amdl yang menjadi objek kajian ini adalah pihak tenaga kerja yang bekerja
pada perusahaan, dan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan
bagi perusahaan tanpa menimbulkan risiko yang dapat merugikan pihak
perusahaan, sehingga pihak perusahaan sangat mengandalkan skill pihak tenaga
kerja ini.

Adapun risiko pekerjaan yang terdapat di dalam akad ijarah ‘ala al-
‘amal yaitu dimana pemberi kerja maupun pekerja tidak menenuhi hak dan
kewajiban yang telah disepakati pada awal perjanjian, apabila hal tersebut
terjadi maka terjadilah penangguhan hak dari yang melanggar sampai Si
pelanggar ini memperbaiki dan atau menangani masalah yang telah ia perbuat.
Maka, risiko pekerjaan yang telah terjadi dan jaminan yang di berikan dapat
dijadikan acuan dalam hal ikatan kontrak yang lebih bertanggung jawab
terhadap apa yang telah mereka sepakati.

Penjelasan atas jaminan kerja sangat diperlukan bagi para tenaga kerja
dengan menjelaskan secara sedetail-detailnya dapat pula dengan menunjukkan
atau menentukannya jenis, tipe, kadar dan sifatnya. Apabila seseorang menyewa
pekerja untuk tenaga ajar, maka harus dijelaskan kepadanya mengenai lokasi,
tantangan Kkerja, risiko yang dihadapi, serta pertanggungan yang diberikan,
karena fasilitas yang diberikan oleh setiap instansi berbeda-beda.

Berhubungan dengan risiko pekerjaan yang diterima oleh pihak pekerja

harusnya mendapatkan pertanggungan yang jelas dari pihak penanggung jawab

7 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figh dan Keuangan, him.138



kerja atau stakeholder dari suatu pekerjaan, maka sepatutnyalah pihak pemberi
kerja harus menjelaskan berbagai aspek berkenaan dengan keselamatan kerja
serta dukungan dalam pekerjaan sehingga dapat menghadirkan kenyamanan
kerja bagi para pekerja yang kemudian berpengaruh terhadap upah yang
ditentukan oleh pemberi kerja.

Risiko yang dihadapi para pekerja tentunya telah diketahui oleh pihak
pemberi kerja sehingga pemberi kerja akan menjelaskan segala hal yang
berkaitan dengan tantangan kerja dalam ruang lingkup pekerjaan yang
disepakati, yang tentunya pemberi kerja akan memperhitungkan segala hal yang
dapat mencegah atau dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

Tenaga kerja juga membutuhan recovery terhadap risiko kerja yang di
alaminya, Perlunya pemahaman yang jelas mengenai proses recovery khususnya
mengenai bagaimana dampak dan strategi perusahaan terhadap respon tenaga
kerja setelah dilakukannya sistem recovery, sistem recovery atau pemulihan
pelayanan menunjuk pada kegagalan pelayanan, prosedur sistem recovery
sangat penting dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai kepuasan dan loyalitas
tenaga kerja. Sistem recovery diterapkan dalam sebuah perusahaan agar
memperbaiki kegagalan dalam pelayanan yang dialami oleh tenaga kerja untuk
mendeteksi dan menyelesaikan masalah,mencegah ketidakpuasan dan didesain
untuk mendorong tenaga kerja menyampaikan komplain.®

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang harus di
perhatikan dalam sistem ketenagakerjaan, hal ini sangat penting dalam
meningkatkan jaminan kesehatan dan kesejahteraan para pekerja yang nantinya
akan berdampak positif pada produktifitas dalam pekerjannya. Oleh sebab itu
keselamatan dan kesehatan kerja saat ini bukan hanya menjadi sekedar
kewajiban yang harus di perhatikan oleh para tenaga kerja akan tetapi juga suatu

hal yang harus dipenuhi dalam suatu perusahaan.

8 Raja Sharah Fatrica dan Eka Priadi “Pengaruh Service Recovery Terhadap Kepuasan
Pelanggan Speedy, Jurnal Digest Marketing, Vol. 3 No.1, Januari- Juli, 2018, him. 39



Kecelakaan kerja mengakibatkan kerusakan, kekacauan organisasi,
kelainan, cacat dan kerusakan lingkungan dan menurunnya hasil produksi.
Setiap pekerjaan memiliki risiko yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan
kerja oleh karena itu para tenaga kerja harus berwaspada dalam melakukan
pekerjaanya, untuk menaggulangi hilangnya penghasilan para pekerja yang
diakibatkan oleh risiko cacat fisik dan kematian maka diperlunya jaminan
kecelakaan kerja yang menjadi tanggungjawab perusahaan, oleh sebab itu
keselamatan dan kesehatan yang menjadi kewajiban perusahaan ini harus
ditetapkan dengan berbagai cara yang diantaranya pemberian alat pelindung diri
saat bekerja, penuyuuhan keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta
mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program asuransi agar pekerja saat
melakukan pekerjaannya merasa aman dan terjamin.’

Keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur dalam undang-undang
nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Setiap tenaga kerja berhak
mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya
guna untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktifitas di peruntukkan
bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di udara, di darat,
di dalam air, di permukaan air maupun di permukaan tanah, selama berada di
wilayah Indonesia. Setiap perusahaan wajib mempunyai K3 (keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja), sedangkan system K3 yaitu alat kerja yang aman, harus
menggunakan alat-alat pelindung diri yang yang sesuai dengan standar, obat-
obatan dan fasilitas medis, mesin-mesin produksi yang sesuai.

Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja
mengatur dengan jelas tentang kewajiban perusahaan untuk menyediakan
tempat kerja yang baik dan terjamin keamanannya bagi pekerja dalam

melaksanakan pekerjaan terlindungi dalam keselamatan kerjanya. Keselamatan

° Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2010), him.168.



dan kesehatan kerja telah diatur dalam peraturan perusahaan yang berupa
perjanjian kerja bersama (PKB).

Jaminan kesehatan merupakan salah satu jenis produk asuransi yang
ditawarkan untuk memberikan proteksi kepada tertanggung dengan cara
menjamin biaya kesehatan atau perawatan di rumah sakit. Jaminan kesehatan
diperlukan untuk setiap pekerja ataupun karyawan, hal tersebut sangat
diperhatikan oleh perusahaan karena ini berhubungan dengan kewajiban
perusahaan yang diberikan oleh pemerintah untuk para pegawai maupun tenaga
kerja. Kewajiban ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan, yang mengatur segala aspek ketenagakerjaan, untuk
melindungi segala kepentingan para pekerja baik tenaga kerja pemerintahan
maupun swasta.™®

Tujuan umum program jaminan pemeliharaan kesehatan adalah
memberikan perlindungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi
tenaga kerja dan keluarganya, sedangkan tujuan khususnya adalah memberikan
perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja guna meningkatkan produktifitas baik
kualitas maupun kuantitasnya.!! Tenaga kerja juga membutuhkan program
asuransi jiwa secara ekonomis memberikan jaminan berupa perlindungan bagi
tertanggung terhadap kerugian finansial yang disebabkan oleh risiko yang
mungkin menimpa berupa kematian, cacat karena kecelakaan, kehilangan
pekerjaan karena PHK atau pensiun.'?

Dalam sistem jaminan dan risiko kerja yang di berikan oleh pihak Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar (BPBD) terhadap para

petugas Damkar berdasarkan hasil wawancara dengan pihak petugas Damkar

19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan

" Yulia Ratnasari,” Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Pelaksanan
Jaminan Pemeliharaan Pad Apt. Nyonya Menir Di Samarang”, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2004, him. 65.

12 Syifa Fauziah, “Analisis Manajemen Risiko pada Produk Asuransi Jiwa Individu

Dan Asuransi Jiwa Kumpulan” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta,2011, him.4



Isralidyn yang telah mengalami kecelakaan kerja karna jatuhnya kayu hingga
mengakibatkan patahnya pundak dari kejadian tersebut Isralidyn hanya
mendapatkan jaminan pengobatan dari BPJS sebagai Tenaga kontrak dan
santuan dari rekan kerjanya,namun bagi pegawai yang mengalami cacat hidup
akibat kecelakaan kerja bila kemungkinan masih bisa bekerja akan dipindahkan
dari unit pemadam ditempatkan ke kantor bagian ADM.

Isralidyn juga menambahkah bahwa bagi pegawai yang mengalami
kematian akibat kecelakaan kerja hanya mendapatkan santunan suka rela dari
petugas lainnya yang akan diserahkan kepada keluarga duka.'* Reza Fahlevi
bahwa tingkat upah yang diberikan kepada petugas damkar tidak sesuai dengan
resiko yang diterima masih di bawah UMR (upah minimum regional) ini di
karenakan harus merujuk pada peraturan Pemkab yang pendapatan setiap
kabupaten berbeda-beda. Reza juga mengatakan petugas damkar hanya
menerima jaminan berupa BPJS kesehatan kelas Il yang didalamnya
tertanggung 2 anak dan istri, padahal jika di lihat dari risiko dan kecelakaan
kerja yang diterima sangatlah besar tetapi jaminan yang didapatkan hanya
sekedar kesehatan dan perawatan saja pihak damkar juga tidak menerima BPJS
ketenagakerjaan jelas jaminan yang di berikan belum mengcaver semua risiko
yang di hadapi oleh pihak petugas Damkar. Namun pihak Damkar mendapatkan
dana di hari tua yaitu dana pensiun.'4

Reza menambahkan bahwa selama bekerja sebagai petugas Damkar di
Pemkab Aceh Besar yang membantu masyarakat untuk memadamkan api saat
terjadinya kebakaran sangatlah jarang terjadi kecelakaan kerja dikarenakan saat

melakukan tugasnya mereka sudah mempersiapkan perlindungan diri dengan

13 Hasil Wawancara dengan Isralidyn,Petugas Damkar, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Aceh Besar, Pada Tanggal 21 Mei 2020, Pos Pekan Bada

14 Hasil wawancara dengan Reza Fahlevi, Badan penanggulangan Bencana Daerah
Aceh Besar, pada tanggal 3 juli 2020, Pos Peukan Bada
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menjalankan protokol kesalamatan dalam bekerja memakai APD (alat
perlindung diri) yang lengkap sehingga kecelakaan kerja sangat kecil terjadi.'>

Adanya kasus kecelakaan kerja menunjukkan perlu adanya perlindungan
yang lebih serius terhadap pekerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis
risiko keselamatan kerja dengan terlebih dahulu melihat dan menilai proses
kerja, jenis risiko, konsekuensi dan keseringan risiko Keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Penilaian risiko kebakaran dalam manajemen risiko sangat
diperlukan untuk mengetahui tingkat risiko sehingga nantinya dapat dilakukan
upaya Pengendalian dan pencegahan risiko kebakaran.

Kejadian kebakaran merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya, sehingga petugas pemadam kebakaran dituntut untuk selalu siap
siaga saat bertugas, Dalam penagganan kebakaran di kota wilayah Aceh Besar
masih memiliki berbagai kendala, bisa dikatakan bahwa setiap aspek proteksi
kebakaran belum dianggap sebagai salah satu Basic Need, akibatnya kejadian
kebakaran sering berakibat fatal dan berulang-ulang hingga mengakibatkan para
petugas mengalami kecelakaan kerja.

Dalam operasional pemadam, keselamatan petugas Pemadam kebakaran
memang perlu mendapat perhatian yang lebih serius, sebab peristiwa kecelakaan
petugas pemadam kebakaran saat melakukan tugasnya sering kali mengalami
kecelakaan kerja yang berakibat fatal seperti terjatuh dari atap/tangga/bangunan
yang runtuh ataupun terjatuh dari tangga pemadam. Selain itu resiko yang
ditimbulkaan dari bangunan yang terbakar yaitu dapat menyebabkan petugas
tertimpa runtuhan bangunan misalnya atap yang daapat menimbulkan memar
dan luka hingga berpontensi mengalami kematian. Dari hasil wawancara peneliti

memperoleh informasi bahwa dari berbagai risiko yang dirasakan umumnya

15 Hasil wawancara dengan Reza Fahlevi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Aceh Besar, pada tanggal 3 Juli 2020, Pos Peukan Bada.
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dikarenakan banyak menghirup asap yang terdapat dilokasi kebakaran akibatnya
mengalami batuk, sesak nafas, mual, muntah, pusing dan mata perih.'

Menurut informan kendala yang dihadapi saat menuju kelokasi
kebakaran yaitu hambatan diperjalan seperti jauhnya jarak lokasi kebakaran dan
mengalami kemacetan dikarenakan para warga panik dan kendaraan warga
dilokasi kejadian yang tidak teratur hingga menutupi jalan yang mengakibatkan
petugas sulit untuk mengakses jalan ke lokasi kebakaran, tidak jarang petugas
mengalami adu fisik dengan warga ketika tiba dilokasi kebakaran, hal ini
disebabkan karna warga panik dan tidak puas atas kedatangan petugas pemadam
kebakaran. Padahal ketika petugas kebakaran mendengar lonceng berbunyi
sebagai tanda kebakaran petugas langsung menuju ke Fire Trucknya masing-
masing dan segera berangkat dengan kecepatan tinggi menuju lokasi
kebakaran.!”

Setiap insiden yang mengakibatkan cendera berat, terlebih kematian
seorang petugas pemadam kebakaran perlu dilakukan analisi secara mendalam
mengenai penyebab insiden tersebut. Sesuatu yang begitu berbanding terbalik
untuk menolong korban kebakaran tetapi keselamatan petugas pemadam
kebakaran tidak terjamin sehingga menjadi hal yang sangat ironis. Dalam
melakukan tugasnya, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat
pelidung diri yang sesuai dengan kebutuhan ditempat kejadian untuk
menghindari risiko kecelakaan ataupun gangguan kesehatan. Melihat pekerjan
yang penuh dengan risiko dan tanggung jawab yang diterima oleh para Petugas
Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh
Besar sudah selayaknya mendapatkan jaminan yang sesuai dengan risiko yang
di terima baik jaminan kesehatan maupun jaminan keselamatan kerja.apalagi

pekerjaan mereka pun termasuk kategori pekerjaan yang berisiko tinggi. Beralih

16 Hasil wawancara dengan Heri Irawan, Dannur Damkar,Badan penanggulangan
Bencana Daerah Aceh Besar, pada tanggal 3 Juli 2020, Pos Peukan Bada

17 Hasil wawancara dengan Reza Fahlevi, Driver Damkar,Badan penanggulangan
Bencana Daerah Aceh Besar, pada tanggal 16 Juli 2020, Pos Peukan Bada



12

dari dari hipotesis tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih
mendalam dengan judul sebagai berikut, ”Sistem Recovery Risiko Kerja
Damkar Dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala Al-‘Amal” (Study Tentang

Implementasi Jaminan Dan Resiko Kecelakaan Kerja)

B. Rumusan Masalah
Rumusan permasalahan dalam penelitian merupakan inti pembahasan,
karena setiap permasalahan yang telah diformat menjadi fokus penelitian. Untuk
itu dalam seluruh proses penelitian, peneliti harus menjadikan permasalahan
sebagai main problem yang harus dicari solusinya melalui data-data berupa
fakta empiris dan juga ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan dasar
yuridis formalnya dan juga konsep figh yang memiliki nilai normatif dari hukum
syara’. Adapun permasalahan penelitian skripsi ini sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem penjaminan atas risiko kerja petugas Damkar pada
BPBD Aceh Besar ?
2. Bagaimana sistem recovery atas risiko kerja petugas Damkar BPBD
Aceh Besar ?
3. Bagaimana perspektif akad ijarah ‘ala al- ‘amal terhadap sistem recovery
resiko kerja oleh pihak damkar BPBD Aceh Besar ?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian skripsi ini penulis lakukan untuk memperoleh informasi
secara akurat dengan memenuhi standar objektif dan valid serta penyusunan
secara sistematis untuk tujuan yang telah dirancang dan dibentuk sebagai berikut
yaitu:
1. Untuk meneliti bagaimana sistem jaminan yang di terima oleh petugas
Damkar
2. Untuk mengetahui tentang sistem recovery atas risiko kerja yang

dihadapi dilapangan oleh pihak Damkar
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3. Untuk menganalisis akad ijarah ala al ‘amal terhadap risiko pekerjaan

dan kesesuaian jaminan yang diberikan.

D. Penjelasan Istilah
Penjelasan istilah dalam skripsi ini penulis paparkan berupa rangkaian
kata dan frase dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis
memahami substansi dari rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk
judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel
penelitian dengan jelas dan juga fokus. Penjelasan istilah ini penulis paparkan
dalam bentuk frase yang terdiri dari:
1. Sistem recovery
Sistem recovery menurut KBBI diartikan sebagai pemulihan atau
bentuk ganti rugi, recovery (pemulihan kegagalan jasa) bisa dilakukan dalam
berbagai bentuk. Istilah pemulihan jasa sendiri didefinisikan berbeda-beda,
diantaranya pemecahan masalah secara memuaskan, tindakan yang
dilakukan penyedia jasa dalam menangani atau mengompensasi, dan
menyampaikan jasa dengan tepat pada kesempatan kedua.'®
2. Risiko kerja
Risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas
terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa
tersebut menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian kecil maupun
kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu
perusahaan.!® Risiko yang berlaku dalam judul ini merupakan segala hal

yang berkaitan dengan sesuatu yang dapat menyebabkan menurunnya

18 Kamus Besar Indonesia, https://kbbi.web.id/sistem recovey. diakses pada tanggal 12
agustus 2020

19 Arif Lokobal, ” Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi di

Propinsi Papua (Study Kasus di Kabupaten Sarmi)” Jurnal limiah Media Engineering, Vol. 4
No. 2, september 2014, him. 110.
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kinerja yang diberikan juga kecelakaan kerja yang dialami oleh pihak
pekerja.
3. Jaminan.

Merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi
tenaga kerja berbentuk ganti rugi atas resiko pekerjaan yang berupa
kerugian atau penyakit akibat peristiwa yang terjadi saat bekerja di suatu
instansi.?’

4. Damkar/ petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar

Damkar atau pemadam kebakaran adalah petugas yang bertugas
memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi
bencana atau kejadian lainnya, petugas pemadam kebakaran selain terlatih
untuk menyelamatkan korban dari kebakaran atau melakukan pemadaman
juga dilatih untuk menyelamatkan korban—korban bencana alam seperti
kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, banjir gempa bumi dll.

5. [jarah ‘ala al-‘amal

ljarah berasal dari kata al-ajru yang menurut bahasa yaitu al- iwadh/
pergantian upah untuk menjual manfaat atau imbalan terhadap suatu
pekerjaan?!. Kata ijarah juga dipahami sebagai akad yaitu akad pemilikan
terhadap berbagai manfaat dengan imbalan. Secara istilah syariah, menurut
ulama fikih antara lain sewa (ijarah) dalam akad pemanfaatan jasa seseorang
tenaga kerja dengan imbalan upah.?> Al-Amal adalah bahasa Arab yang
berarti pekerjaan, jika dihubungkan dengan akad ijarah berarti suatu akad
sewa menyewa terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan dan diberikan

imbalan sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan.

20 Kamus Besar Indonesia,http://kbbi.web.is/jamin.ntml diakses pada tanggal 15
september 2020

21 Sayyid Sabig, Figh Sunnah (Beirut: Dar Kitab al-Arabi,1971), Jilid 111, him. 177

22 Wabah Zuhaili,Figh Islam Wa Adillatuhu, jilid V (terj. Abdul Hayyie al-Katani),
(Jakarta Gema Insani) 2011, him.86.
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E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi
untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah
dilakukan terdahulu untuk menghindari pengulangan, duplikasi dan plagiasi
sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini membahas tentang “sistem recovery risiko kerja Damkar
dalam perspektif akad ijarah ‘ala al-‘amal”(study tentang implementasi
jaminan dan risiko kecelakaan kerja)”, judul ini secara umum telah dibahas oleh
peneliti sebelumnya namun secara khusus memiliki perbedaan karena variabel
penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang perbandingan antara jaminan
dengan risiko kerja yang sesuai dengan sistem recovery yang dilakukan
terhadap kinerja petugas Damkar dalam menjalankan tugasnya di Dinas Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar yang secara
karakteristik dan objektivitasnya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk
lebih jelas perbedaan tersebut berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian
yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara skripsi
ini dengan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama “Gambaran Resiko Kerja Pada Petugas Pemadam Kebakaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang Tahun 2018~
yang di tulis oleh Ahmad Al Farabi tahun 2018, skripsi ini ditulis dengan
rumusan masalah bagaimana resiko kerja pada petugas pemadam kebakaran
badan penanggulangan bencana daerah aceh tamiang tahun 2018. Berdasarkan
hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa risiko kerja petugas pemadam
kebakaran yang paling banyak yaitu merasa lelah karena memadamkan api
dalam waktu yang sangat lama dengan jumlah sebanyak 27 petugas pemadam
kebakaran (60,0%), dan risiko kerja yang paling sedikit dialami oleh petugas
pemadam kebakaran yaitu terjatun dari ketinggian karena runtuhnya suatu
objek, terbakar dilokasi kebakaran, terkena ledakan dilokasi kebakaran, dan

terjebak diantara dua objek yang masing-masing berjumlah sebanyak 1 petugas
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pemadam kebakaran (2,2%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan
agar petugas pemadam kebakaran lebih meningkatkan pengetahuan tentang
keselamatan dan kesehatan kerja dan risiko kerja petugas pemadam kebakaran
serta menggunakan alat pelindung diri.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan skripsi di atas yaitu
terdapat pada fokus penelitiannya. Peneliti lebih berfokus pada jaminan dan
resiko kerja petugas damkar berdasarkan akad ijarah ‘ala al-‘amal, sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Al Farabi hanya berfokus pada
gambartan resiko kerja san penanggulangan bencana®.

Kedua “Analisis Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan Kerja Terhadap
Pegawai Pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat”
yang di tulis oleh Muhibbuth Thabiri tahun 2016 dengan rumusan masalah,
bagaimana pelaksanaan perlindungan kesehatan kerja terhadap pegawai Badan
Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat, apasaja hambataan yang
dihadapi Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat dalam
melakukan perlindungan kesehatan Kkerja terhadap pegawainya. Dari
penelitiannya ditemukan bahwa tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui
bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan kesehatan kerja terhadap pegawai
Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat, untuk mengetahui
apa saja hambataan yang dihadapi Badan Penaggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Aceh Barat dalam melakukan perlindungan kesehatan kerja terhadap
pegawainya. ntuk mengetahui

Dari penelitian yang telah di hasilkan oleh Muhiibbuth Thabiri dikehatui
perbedaanan sangat jelas adalah lebih memprioritaskan pada anggaran khusus
untuk melaksanakan program perlindungan kesehatan bagi pegawai dan jumlah

alat-alat perlindungan diri pegawai dalam penanggulangan bencana untuk

23 Ahmad Al Farabi, “Gambaran Resiko Kerja Pada Petugas Pemadam Kebakaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang” Skripsi, Universitas
Sumatera Utara, 2018.
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mengurangi resiko kerja pegawai.>* sedangkan hasil penelitian penulis berfokus
kepada sistem recovery yang di berikan atas resiko diterima oleh pekerja.

Ketiga, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pemadam
Kebakaran Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan Hukum
Islam” skripsi ini ditulis oleh M. Aziz pada tahun 2018 dan untuk membahas
lebih lanjut masalah tersebut penulis telah merumuskan berberapa permasalahan
yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja pemadam
kebakaran menurut hukum islam yang masih belum tercapai dengan baik,
Bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja pemadam
kebakaran menurut undang-undang UU No.13 Tahun2003 yang masih belum
diberikan atas hak dan kewajiban para anggota pemadam kebakaran kabupaten
Bayuasin. Dari penelitian tersebut si temukan bahwa tujuan dari penelitian
tersebut adalah dinas pemadam kebakaran yang mempunyai risiko kecelakaan
yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah haruslah menjamin
kesejahteraan tenaga kerja anggota pemadam kebakaran demi kelancaran
pembangunan disuatu Negara, berdasarkan hak-hak tenaga terhadap hak
keselamatan dan kesehatan kerja harus dilindungi oleh pemerintah yang dimana
pelaksanaan dan perlindungan tersebut telah diatur dalam undang-undang tahun
2003 tentang ketenagakerjaan dan juga hukum islam sangat memperhatikan
jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja dan memenuhi hak-haknya termasuk
memberikan upah yang layak dan jaminan sosialnya.

Dari hasil penelitian M. Azizi memiliki perbedaan dengan penelitian
penulis bahwa penelitian ini bertujuan agar pemerintah harus memberikan hak
dan kewajiban dalam perlindungan hukum yang jelas dan sesuai kepada pekerja

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang no

24 Muhibbuth Thabir , “Analisis Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan Kerja Terhadap
Pegawai Pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat” SKripsi
Teuku Umar, 2016.
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13 tahun 2003.> Sedangkan penulis lebih mengarah kepada jaminan dan
pertanggungan yang diterima atas resiko yang dihadapi menggunakan hukum
islam vyaitu dalam akad ijarah ‘ala al-‘amal yang biasa digunakan oleh
masyarakat Aceh.

Keempat “Pertanggungan Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap
Kecelakan Lalulintas Dalam Perpektif Akad ljarah Bi Al-‘Amal” yang di tulis
olen Said Fahmi pada tahun 2019 dengan rumusan masalah yaitu, Bagaiman
pertanggungan risiko sopir mobil rental terhadap mobil yang telah rusak jika
terjadi kecelakaan lalulintas berdasarkan akad ijarah bi al-amal. Dari judul
tersebut peneliti bertujuaan untuk meneliti bagaimana pertanggungan risiko
sopir mobil rental terhadap mobil yang telah rusak jika terjadi kecelakaan
lalulintas berdasarkan akad ijarah bi al-amal

Adapun skripsi yang diteliti oleh Said Fahmi menitikberatkan pada
tujuan pertanggungan rsiko yang akan diberikan oleh pihak sopir mobil kepada
CV Reza rent car.”’ sehingga hampir sama dengan penelitian penulis, namun
penulis lebih menitikberatkan kepada system recovery dalam pemberian bentuk
jaminan saat terjadinya klaim kecelakaan kerja.

Kelima,”Analisis Manajemen Dan Sistem Proteksi Kebakaran Di PT.
Bridgestoine Tire Indonesia” yang di tulis oleh Putri Novianty pada tahun 2012
dengan rumusan masalahnya sebagai berikut, Bagaimana manajemen dan sistem
proteksi pada PT. Bridgestoine Tire Indonesia dengan membandingkannya
dengan Permen PU no. 26/PRT/M/2008. Dari judul tersebut penulis bertujuan
untuk mwnganalisis manajemen san system proteksi kebekaran di PT.

Bridgestoine Tire Indonesia.

25 M. Aziz, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pemdam Kebakaran
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan Hukum Islam”,Skripsi Universitas Islam
Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

26 Said Fahmi, “Pertanggung Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan
Lalulintas Dalam Perspektif Akad ljarah Bi Al-Amal”’Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-
Raniry,2019.
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Dari hasil penelitian yang diteliti oleh saudari Putri Novianaty sangat
diketahui jelas perbedaannya adalah menunjukan bahwa sebagian besar elemen
manajemen dan system proteksi kebakaran di PT. Bridgestoine Tire Indonesia
telah memenuhi standar. Manajemen proteksi kebakaran yang belum semua
persyaratannya terpenuhi adalah tata laksana oprasional. Sedangakan penulis
hanya meneliti bentuk sistem jaminanan keselamatan kerja dan risiko kerja yang

sialami oleh pekerja.?”

F. Metodologi Penelitian

Sebuah penelitian tentu memerlukan data yang aktual dan dapat diuji
kevalidan atas data yang sesuai berdasarkan metodologi penelitian. Untuk
memperoleh data, baik secara abstarksi maupun data empiris maka dibutuhkan
metode tertentu sehingga hasil penelitiannya dapat teruji karena telah
menggunakan metodologi penelitian ilmiah.

Dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan pada
penulisan skripsi ini penulis harus membuat tata cara atau langkah-langkah
penelitian dengan pola sistematis dan mengggunakan fakta-fakta empirik serta
menganalisisnya secara rasional.

Penulis merumuskan substansi permasalah dengan menetapkan langkah-
langkahnya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang bertujuan
membuat deskripsi, gambaran yang factual dan akurat dengan fakta-fakta.
penelitian riset kualitatif dengan cara mengumpulkan data, memilih dan
menentukan antara hubungan serta tingkat hubungan dua variabel maupun

lebih, keberadaan hubungan serta tingkat variabel sangatlah penting sebab

27 Putri Novianty, “Analisis Manajemen Dan Sistem Proteksi Kebakaran Di PT.
Bridgestoine Tire Indonesia ™ Skripsi, universitas Indonesia 2012.
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dengan mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat hubungan yang ada,
penulis bisa menyatukannya sesuai dengan tujuan penelitian.?® Secara
konkrit dapat penulis jelaskan tentang subjek penelitian ini yaitu petugas
Damkar diberikan jaminan sesuai dengan Kkinerja yang diberikan yang
dihitung berdasarkan dengan tingkat risiko yang dihadapi.
2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai objek kajian ini maka penulis harus
menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk konsep
dan data empirik dari lokasi penelitian Dinas Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar Adapun prosur penelitian
yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan untuk
memperoleh data sekunder dari berbagai literature baik dalam bentuk
buku, artikel, jurnal dan sebagainya melalui proses membaca,
mempelajari, serta mengkaji untuk memperoleh konsep yang akan
digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian lapangan (field research)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer
sebagai data utama pada penelitian ini di lingkungan Dinas Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar yang
diperoleh secara langsung dari pihak petugas Damkar yang beraktifitas
pada Pos Peukan Bada Data yang dibutuhkan di sini berupa fakta resiko
dan klausula terkait penentuan jaminan dan klaim yang diterima saat
terjadinya kecelakaan kerja.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berbagai metode

yang dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut

28 Supardi,Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis,(Yogyakarta:UIl Press,2005),him.28.
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a. Wawancara
Wawacara atau interview adalah percakapan yang dilakukan oleh
dua orang pihak diantaranya pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) sebagai orang
yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Wawancara
yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam
bentuk guide interview yaitu wawancara terstruktur dengan
menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan
kepada responden yaitu petugas Damkar yang bekerja di Pos Peukan
Bada dan kepala Damkar yang berada di kantor Dinas Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar .
b. Dokumentasi
Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu
perjanjian antara kepala Damkar yaitu, lembar klausula dan sistem kerja
antara pihak petugas Damkar dengan kepala Damkar dan hasil dari
perjanjian berupa jaminan dan resiko kerja.
4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah yaitu tempat yang dipilih oleh peneliti untuk
memperoleh dan menemukan data yang diperlukan dalam penulisan karya
ilmiah ini, adapun lokasi dari penelitian ini berada di Dinas Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar.
5. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data sebagai alat yang digunakan untuk me-
record seluruh data yang diperolen sehingga memudahkan pada
pengumpulan dan analisisnya. Hasil penelitian direkam dan ditulis baik
menggunakan Hp maupun ditulis menggunakan pulpen, penulis juga
membutuhkan kamera dan handphone untuk mendokumentasikan seluruh
data yang diperoleh dari pihak responden.
6. Analisis Data
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Analisis data penulis lakukan untuk memahami keseluruhan data
yang telah terkumpul. Data baik diperoleh melalui interview maupun
dokumentasi akan ditatalaksanakan dalam bentuk proses analisis data
dengan langkah-langkah sebagi berikut:

a. Klasifikasi data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi dalam bentuk
data sekunder dan data primer yang secara terstruktur akan disusun
dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan urutan bab.
b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian
agar diketahui tingkat validitas dan objektivitasnya, sehingga dengan
penilaian tersebut akan dihasilkan data valid yang sangat dibutuhkan
dalam penelitian skripsi ini.
c. Interprestasi data

Interprestasi data penulis melakukan penafsiran, analisis, dan
pemaparan seluruh data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif
sebagai langkah penyajian data kualitatif. Dengan interpretasi ini penulis
dapat menyajikan data yang valid untuk keseluruhan informasi penting

pada skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan  merupakan upaya atau cara untuk
mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara
menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab
menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara
bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini
sebagai berikut:

Bab satu, merupakan Pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan

mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian,
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penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan konsep sistem jaminan dan risiko kerja
damkar dalam perspektif ijarah ‘ala al-‘amal, dengan komposisi sub bab nya
sebagai berikut: pengertian jaminan dan risiko kecelakaan kerja, dasar hukum
jaminan dan risiko kecelakaan kerja, pendapat fugaha tentang jaminan dan risiko
kerja, pendapat ulama tentang pertanggungan risiko kerja dalam ijarah ‘ala al-
‘amal.

Bab tiga, penulis menjabarkan dengan sistem recovery dan
pertanggungan terhadap petugas Damkar berdasarkan tingkat risiko kerja yang
dihadapi dengan rincian sebagai berikut: Gambaran umum Pemadam Kebakaran
Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar, konsep sistem
Recovery dan manajemen risiko terhadap petugas Damkar, bentuk
pertanggungan dan klaim jaminan atas risiko kerja yang dihadapi petugas
Damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh
Besar, perspektif akad Zjdarah ‘ala al-‘amal sistem recovery dan risiko
kecelakaan kerja terhadap petugas Damkar Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar.

Bab empat sebagai bab akhir merupakan bab penutup dari keseluruhan
isi penelitian, terdiri atas kesimpulan dan saran menyangkut permasalahan

penelitian yang penulis lakukan.



BAB DUA
KONSEP RECOVERY DAN RISIKO KERJA DAMKAR
DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH ‘ALA AL-"AMAL

A. Konsep Jaminan dan Risiko Kecelakaan Kerja Dalam Akad Ijarah ‘Ala
Al-"Amal
1. Pengertian dan Dasar Hukum ZIjarah ‘Ala Al-"Amal

ljarah berasal dari bahasa kata al-ajru yang artinya secara bahasa
ialah al-iwad yaitu ganti atau upah.?® Dalam istilah syariat ijarah adalah jenis
akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah.’® Secara
etimologi, ijarah adalah menjual manfaat. Yakni mengambil manfaat dari
tenaga manusia atau hewan dan manfaat dari suatu benda. Nasrun Harun
mengemukakan bahwa ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah
dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak
atau menjual jasa dan lain-lain. Dalam pembahasan figh muamalah istilah
yang dipakai untuk orang yang menyewakan ialah muajjir, penyewa disebut
musta jir, benda yang disewakan disebut majur, dan imbalan atas
pemakaian disebut ajran atau ujrah.’!

Secara terminologi ada beberapa pengertian ijarah dari kalangan
fugaha, yang dibahas di dalam beberapa kitabnya yang Mu tabar. Di
kalangan para fugaha, terdapat beberapa defenisi yang berbeda tentang
konsep ijarah ini. Kalangan ulama Hanafiah mendefinisikan ijarah yaitu:
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Agad atas suatu manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti
dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.

2% Hendi Suhendi,figh Muamalah,(jakarta: Raja Grafindo Persaka, 2000), him.11
30 Saiyid Sabig, Figih Sunnah, jilid 1V, (terj. Hasanuddin, dkk) (Jakarta: peNA,2006)
HIm.203.
3 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1994), him. 92.
32 Helmi Karim, Figh Mu’amalah, ( Bandung: Al-Ma’rif, 1997), hlm. 73
24
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Mazhab Hanafiyah mengartikan ijarah sebagai akad yang berisi
kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan Cost
pembayaran dalam jumlah yang telah disepakati bersama.?* Selain definisi
tersebut sebahagian fugaha Hanafiyah memiliki perspektif yang berbeda
mengenai ijarah dan mendefinisikannya sebagai “transaksi terhadap suatu
manfaat dengan imbalan”. Dengan demikian menurut Mazhab Hanafiyah
jjarah merupakan akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu
benda yang diganti dengan Cost pembayaran dalam jumlah yang telah
disepakati bersama antara pemilik objek transaksi sebagai penyewa dan
seseorang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.

Imam Syafi’i mendefinisikan ijarah sebagai transaksi terhadap suatu
manfaat yang dituju atau yang bersifat mubah, dan dapat dimanfaatkan
dengan imbalan tertentu. Menurut pendapat fugaha kalangan Ulama
Syafi'iyah ijarah didefinisikan sebagai :
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Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan
boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

Dalam hal ini kalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa akad-akad
dalam i#jarah haruslah yang diperbolehkan oleh agama Islam dan tidak
dalam hal yang bertentangan karena tujuan transaksi ini ialah sebagai
manfaat yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak berakad. Pihak yang
menyewa atau yang memanfaatkan tenaga mendapatkan manfaat dari hasil
kerja sedangkan yang menyewakan tenaganya akan mendapatkan ganti
berupa imbalan. Adapun ijarah menurut kalangan ulama Malikiyah

mendefinisikannya dengan:

33 Helmi Karim, Figh Mu’amalah, (Bandung:Al-Ma’arif, 1997), hlm. 73.
34 Asy-Syarbaini, Al-Khatib Al-Mutjhad, Jilid 1l (Beirut: Dar Al-Fikr 1978), HIm. 233
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pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dengan waktu tertentu
dengan suatu imbalan.

Ulama Malikiyah mendefinisikan ijarah sebagai pemberian hak
kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai
dengan imbalan. Definisi ini sama halnya dengan definisi oleh Ulama
Hanabilah karena akad ijarah adalah penjualan manfaat, maka mayoritas
ahli figh tidak memperbolehkan untuk menyewakan pohon yang akan
menghasilkan buah karena buah adalah barang sedangkan ijarah adalah
manfaat bukan barang.’® Berdasarkan pendapat tersebut terdapat sedikit
perbedaan antara pendapat para ulama fugaha lainnya, dengan sedikit
tambahan ada pada waktu tertentu.

Menurut Sayyid Sabiq, ijarah merupakan suatu jenis akad yang
mengambil manfaat melalui jalan pergantian.’” Definisi yang dikemukakan
oleh Sayyid Sabiq ini tidak terlalu berbeda dengan yang dikemukakan oleh
fugaha dalam mazhab Syafi’i. Bahkan Sayyid Sabiq menjelaskan dengan
lugas arti dari manfaat sebagai objek dalam akad ijarah ini. Terkait dengan
fokus kajian ini manfaat menurut Sayyid Sabiq tidak hanya berupa manfaat
dari barang, tetapi juga manfaat dari karya seperti karya seorang insinyur
ataupun pekerja bangunan, penjahit dan lain-lain yang dapat dikatagorikan
manfaat yang dilakukan oleh seseorang secara personal maupun Kolektif
dengan menggunakan skill ataupun tenaganya untuk menghasilkan benefit
bagi orang yang memperkerjakannya.

Dari keempat pendapat ulama mazhab tersebut,terdapat perbedaan

dari segi pengertian ijarah, namun dari keempat pengertian tersebut dapat

35 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid V (Mesir: Riyadh Al-Haditsah t ,thim), HIm. 398

3 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V (Terj. Abdul Hayyie al-
Kattani) (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 385-387.

37 Sayyid Sabig, Figh al-Sunnah, Jilid 11l (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Bandung:
AlMa’arif, 1997), hlm. 15
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disimpulkan bahwa akad-akad yang dilakukan dalam transaksi ijarah itu di
bolehkan selama transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran
islam.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional mendefinisikan ijarah adalah akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu
tertentu melalui cost pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan barang tersebut.3®

Dari beberapa definisi dipaparkan di atas oleh para fugaha,
merupakan definisi ijarah secara umum, jika dilihat dari segi objeknya ijarah
terbagi menjadi dua macam:

a. ljarah terhadap kemanfaatan (ijarah ala al-manfaah)

ljarah ala al-manfaah yaitu kemanfaatan suatu barang (yang
biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). Contohnya seperti
menyewakan harta tidak bergerak, misalnya tanah, rumah Kkios,
pekarangan, kendaraan untuk dinaiki dan untuk kendaraan umum.
Dengan syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut adalah
kemanfaatan yang mubah.
b. ljarah terhadap pekerjaan (ijarah ‘alo al- ‘amal)

ljarah ‘alo. al-‘amal adalah mempekerjakan seseorang dengan
imbalan upah. Contohnya seperti mengupah seseorang untuk
membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit baju,
mengupah seseorang untuk mengangkut barang ke tempat tertentu.

ljarah ini mubah untuk dilakukan.*”

Menurut Nasrun Haroen, ijaraz ‘ala. al-‘amal tersebut merupakan

suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk

38 Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisis Figh Dan Keuangan, (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2007), him. 138

3 Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid VII (terj. Abdul Hayyie al-
Kattani), (Jakarta: Gema Insani) 2011, him 86.
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melakukan suatu pekerjaan. ljaras ‘ala al-‘amal menurut ulama figh harus
tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang
dipekerjakan hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggung
jawab dan konsekwensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para
pihak.*0

2. Dasar Hukum ljarah ‘Ala Al-‘Amal

Para fugaha sepakat bahwa akad ijarah adalah akad yang dibolehkan
oleh syara™ walaupun ada beberapa fugaha yang tidak memperbolehkannya,
seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail ibn A’'liyah, Hasan al Bashri, Al-
Qasyani, Nahrawani, dan Ibn Kisian. Mereka berpendapat karena ijarah jual-
beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa
diserah terimakan.

Akad merupakan hasil implimentasi oleh komunitas muslim di
berbagai belahan dunia, akad ijarah ini telah memiliki nilai legalitas yang
sangat kuat dalam sistem pemerintahan dan perdagangan yang didasarkan
pada penalaran atau istinbat hukum dari dalil-dalil yang terperinci dan
bersumber dari al-Qur’an, hadis dan ijma’serta maqashid syar’iyyahnya.
Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya
juga halal, menurut pandangan Islam asal hukum ijarah ala al-amal adalah
mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh
syariah.*!

Jumhur ulama membolehkan akad ijarah dengan dalil al-Qu’ran,
sunnah, serta ijma’.4?
a. al-Qur’an

Terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

40 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him. 236.
41 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Bogor: Kencana, 2003) him. 217.
42 Rachmat Syafei, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him. 123.
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Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri
yang sudah ditalag) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka
menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Surat at-Thalaq ayat 6 ini di jadikan dasar oleh para fugaha
sebagai landasan hukum dalam hal akad ijarah. Ayat di atas
membolehkan seorang itu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini
juga menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada
orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai
imbalannya kepada yang telah memberikan jasa.

b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW vyang diriwayatkan oleh lbnu

Majah, Rasulullah bersabda:
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Dari ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw,
“berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering
peluhnya.” (H.R. Ibnu Majah).

43 Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya juz 1-30,
(Bandung: CV. Nur Alam Semesta), him.559.

44 lbnu Majah, Sunan lonu Majah, (Kairo: Darul Fikri, t.t.), him. 87.
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Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad ijarah yang
menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus
segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan
tidak menunda-nunda waktu pekerjaannnya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah

bersabda, artinya:
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Dari ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam

dan memberikan upah bekam kepada tukang bekamnya tersebut

(H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW
transaksi akad ijarah yang berkenaan dengan jasa yang diberikan
upahnya sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap transaksi
akad ijarah pada masa sekarang ini.

c. Ijma’

Ijma’ yaitu semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun
yang membantah kesepakatan (Ijma’) ini.*® Ummat Islam pada masa
sahabat berijma’bahwa ijorah adalah boleh, karena manusia
membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka
kepada barang itu sendiri.4’

Dalam Islam terdapat dalil-dalil tentang pensyariatan ijarah
sehingga transaksi akad ijarah ini boleh dilakukan, dalil-dalil tersebut

dirujuk pada dalil yang jelas seperti al-Qur’an, hadist dan ijma’ ulama,

45 Al-lmam Abi Khusain Salim lbn al-hajar lbnu Muslim al-qusayyi an-aisaburi, al-
Jami’u al-Shahih, Juz Ill, (Beirut, Libanon; Dar al-kitabah al-ilmiyah) HIm. 93
46 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), him. 117.

47 WahbahAz-Zuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu, Jilid VII, (terj. Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011),
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yang merupakan dalil-dalil gath’i, sehingga di bolehkan kepada umat

manusia untuk melakukan transaksi akad ijarah.

3. Pengertian Jaminan Dalam Figh Muamalah

Secara umum, jaminan dalam hukum islam (figh) dibagi menjadi
dua: jaminan yang berupa orang dan jaminan yang berupa harta benda.
Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah dlaman atau
kafalah, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah
rahn. Menurut Oni Sahroni, Rahn merupakan akan gadai yang ditukarkan
dengan menyerahkan barang jaminan (Mahrun).*® Jadi dapat kita simpulkan
bahwa barang jaminan atau objek jaminan yang berupa benda lebih sering
menggunakan istilan Marhun dari pada menggunakan istilah Rahn itu
sendiri.

Jaminan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-rahn dalam
bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu, yang didasari dari
bahasa arab (rahinulma’u) yang artinya apabila tidak mengalir dan kata
(rahinatulnni 'mah) yang bermakna nikmat yang tidak putus.

Secara etimologi, kafalah berarti al-dhamnah yakni menjamin atau
menanggung. Sedangkan menurut termologi kafalah didefinisikan sebagai :
“jaminan yang diberikan oleh kafiil (penanggung) kepada pihak ketiga atas
kewajiban/prestasi yang harus ditunaikan kepada pihak kedua
(tertanggung)”.*® Disebut dhamaman apabila penjamin itu dikaitkan dengan
harta, hamalah apabila dikaitkan dengan diyat (denda dalam hukum
gishash), za’mah jika berkaitan dengan harta (barang modal), dan kafalah
apabila penjamin itu dikaitkan dengan jiwa sedangkan secara termologi,
sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama figh, jaminan dapat

didefinisikan sebagai berikut:

48 Oni Sahroni, Magasyid Bisnis dan Keuangan Islam, him.159.

4 Wahbah Zuhaili, Al-Figh al-Islamy Wa Adillatuhu, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani)
(Beirut: Dar al-Fikr, cet. 6, 200), him. 4141.
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a. Mazhab Hanafi, kafalah adalah mengumpulkan suatu tanggungan
kepada tanggungan yang lain dalam penuntutan terhadap jiwa,harta
atau benda.>®

b. Mazhab Maliki, kafalah adalah menggabungkan hak sipenjamin dan
yang dijamin dalam kewajiban menunaikan haknya.>!

€. Mazhab Syafi’i, kafalah adalah akad yang menghendaki suatu hak
yang ada dalam tanggungan orang lain, baik benda ataupun orang
yang ditanggungkan.>?

d. Mazhab Hambali, kafalah adalah dhaman yaitu menetapkan suatu
yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam

genggaman orang yang ditanggung.

Definisi lain adalah, jaminan yang diberika oleh penanggung (kafil)
kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang
ditanggung (mukful ‘anhnu ashil). Kafalah identik dengan kafalah al-wajhi
(personal gurantee) yaitu jaminan diri, sedangkan dhamman identik dengan
jaminan yang berbentuk harta mutlak. Sedangkan menurut M.A Mannan
“mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang
pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.>3

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kafalah atau jaminan
dapat diterapkan dalam berbagai bidang menyangkut jaminan atas harta
benda dan jiwa manusia, dengan demikian kafalah dapat diterapkan dalam

masalah jual beli,pinjam meminjam dan sewa menyewa jasa.

50 Ahmad Wardi Muslich, Figh muamalah. (Jakarta: Amzah,2013) him.433.

51 Wahbah Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani ),
(Jakarta: Gema Insan, 2011) hal.36.

32 Ahmad Wardi Muslich, him. 435.

5 M.A Mannan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti
Prima Yasa, 1997) him. 307.
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Demikian pula dalam Islam sangat memperhatikan kepentingan-
kepentingan pengusaha dan pekerja.>* juga usaha perlindungan pekerja, juga
hubungan jaminan sosial terhadap hukum Islam di jelaskan pada Al-Qur*“an
surat an-Nahl ayat 90 :
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

kebajikan, memberi kepada kamu kerabat dan Allah swt dari

perbuatan keji, Kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS

an-Nahl :90).

Dalam ayat ini ada tiga hal yang diperintahkan oleh Allah SWT
supaya dilakukan sepanjang waktu sebagai alamat dari taat kepada Tuhan.
Pertama jalan adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang
salah dan membenarkan mana yang benar, mengembalikan hak kepada yang
punya dan jangan berlaku zalim atau aniaya.

Agama Islam sangat menganjurkan keselamatan umat manusia di
dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas
dari ancaman-ancaman yang akan membahayakan diri dan keluarga.
Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11:
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Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali

dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah,

niscaya Dia akan memberi petunjuk kepadahatinya. Dan Allah maha
mengetahui segala sesuatu (QS. At- Taghabun :11)

Salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara alumur al-

dlaruriyah dalam kehidupan manusia, yakni hal-hal yang menjadi sendi

% Hamudal Abdilati, “Islam Dalam Sorotan”, (Singapura: Pustaka Nasional PTE Ltd,
1982), him. 161.

35 Al-Qur’an an-Nahl: 90
6 Al-Qur’an At- Taghabun: 11
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eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.
Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau
balau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak dapat
dinikmati.
Urusan-urusan dlarirt itu ada lima macam:®’

a. Agama.

b. Jiwa.

c. Akal.

d. Keturunan dan

e. Harta milik.

4. Pendapat Ulama tentang Pertanggungan Risiko Kecelakaan
Kerja Bedasarkan Akad Ijarah ‘Ala Al- Amal

Para fugaha sepakat mengatakan bahwa dalam perjanjian ijarah ‘ala
al-dmal baik dilakukan secara personal maupun kolektif memiliki
konsekuensi atas pekerjaan tersebut sehingga kejelasan terhadap objek
pekerjaan harus jelas. Demikian juga dengan pertanggungan risiko yang
terjadi dalam penyelesaian pekerjaan yang disepakati para pihak. Sebagai
ilustrasi, apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat kelompok yaitu
seseorang bekerja untuk kepentingan masyarakat seperti Petugas pemadam
kebakaran (Damkar) maka pekerjaan yang dikerjakan menjadi tanggung
jawab sepenuhnya untuk memadamkan api dan menyelamatkan warga dari
kebakaran.

Para fugaha juga menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang
diperjanjikan dalam akad semua risiko kecelakaan kerja ditanggung oleh
musta jir karena hal tersebut merupakan bagian dari objek ijarah ‘ala al-

‘amal. Oleh karena itu setiap ajir harus mampu meng-handle pekerjaan yang

. %7 Muchtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh Islam,
(Bandung: Al-Ma’Arif, 1993), him. 334
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telah dipercayakan kepadanya, setiap aspek dari pekerjaan tersebut harus
diperhitungkan risiko dan dampaknya terhadap para pekerja.

Para ulama figih sepakat menyatakan apabila objek yang
dikerjakannya itu rusak ditanggannya, bukan karena kelalaiannya dan
kesenganjaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu
terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan para
pakar figih, para pihak wajib membayar ganti rugi.*®

Masalah ganti rugi terhadap risiko yang terjadi, beberapa ulama figih
berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanafiyah, Zubair ibnul Huzail,
sebagian ulama Hanabilah dan sebagai Ulama syafi’iyah, berpendapat
bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian
maka ia tidak dituntut ganti rugi terhadap risiko yang terjadi tersebut.
Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani
merupakan ulama mazhab Hanafi dan juga sekaligus sahabat Abu Hanafiah
berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung
jawab atas kerusakan barang yang dikerjakannya, baik dengan sengaja
maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar kemampuannya untuk
menghindari hal lainnya yang akan terjadi, seperti kasus-kasus disebabkan
karena force majeure seperti saat terjadinya banjir besar dan kebakaran.

Menurut ulama malikiyah apabila risiko pekerjaan tersebut bersifat
melekat pada barang yang dikerjakannya, seperti chef, laundry, dan buruh
kasar seperti tukang bangunan, maka baik sengaja maupun tidak, segala
kerusakan menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti, karena

berefek langsung terhadap dari hasil pekerjaannya.>®

58 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu..,him.420
59 Nasrun Haroen, Figh Muamalah...,him. 237.
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B. Konsep Jaminan dan Risiko Kecelakaan Kerja dalam Hukum positif

1. Pengertian Jaminan Kerja

Jaminan kerja atau ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi

tenaga kerja yang diberikan dalam berbagai bentuk pelayanan sebagai akibat

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja saat bekerja dan

diluar pekerjaannya berupa kecelakaan kerja, bersalin, kematian adapun

santunan berupa uang sebagai pengganti penghalisan yang hilang atau

bekerkurang akibat kecelakaan kerja.

Jaminan atau perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan

jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan

hak-hak manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi

melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian

maka perlindungan pekerja ini akan mencakup:®°

a.

Norma Keselamatan Kerja yang meliputi keselamatan kerja yang
bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses
pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara
melakukan pekerjaan.

Norma Kesehatan Kerja dan Heigiene Kesehatan Perusahaan yang
meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja,
dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan
tenaga kerja yang sakit; mengatur persediaan tempat, cara dan syarat
kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan
pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau
penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan
pekerja.

Norma Kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja
yang bertalian dengan waktu bekerja; sistem pengupahan,

60 Zainal Asikin, dkk., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada, 2016), him. 96.
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istirahat,cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama

keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban

sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan

dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta

menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

Kepada Tenaga Kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita

penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan

rehabilitasi akibat ecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahil

warisnya berhak mendapat ganti rugi.Berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal

86 mengatur tentang tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan

produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan

kesehatankerja. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Soepomo membagi

perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1)

2)

3)

Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang
berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja
suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari
baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut
tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya.
Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.

Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam
bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan
perlindungan hak untuk berorganisasi.

Perlindungan teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang
berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja
terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat- alat
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kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini disebut juga

sebagai keselamatan kerja.

2. Pengertian Risiko Kecelakan Kerja

Kata risiko berasal dari bahasa inggris yaitu risk yang berarti
kemungkinan rugi.t! Dalam bahasa Arab istilah risiko dikenal juga dengan
nama al khatru atau al khasarah.®> Dalam kamus besar bahasa indonesia
kata risiko berarti sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai sebab akibat
dari perbuatan (tindakan).

Risiko terjadi karena keadaan waktu yang akan datang penuh dengan
ketidakpastiaan (uncertainty), ketidakpastiaan (uncertainty) ini dapat
menghasilkan profit seperti yang diharapkan setiap pengusaha atau sebalinya
dapat menimbulkan kerugian (loss). Kerugian ini dapat di recovery baik oleh
perusahaan maupun asuransi. Kerugian yang dialami oleh pekerja sangat
simpang siur pertanggungan yang akan diberikan, oleh karena itu harus
diketahui terlebih dahulu apakah karena ulah pekerja itu sendiri ataupu oleh
costumer.

Risiko adalah manifestasi atau perwujudan pontensi bahaya (hazard
event) yang mengakibatkan kemungkinan kerugian menjadi lebih besar.
Kerugian tersebut tergantung dari pengelolanya, tngkat risiko mungkin
berbeda-beda dari yang paling ringan atau rendah hingga ke tahap paling
tinggi. Melalui analisis dan evaluasi semua pontensi bahaya dan risiko,
diupayakan tandakan minimalisir agar tidak terjadi bencana atau kerugian
lainnya.

Kerja adalah sesuatu yang dilakukan seseorang sebagai profesi,
dalam upaya untuk mencari kebutuhan sosial. Dapat disimpulkan dengan
adanya upaya untuk mencari kebutuhan sosial memungkinkan adanya risiko

6'John M.Echols dan Hasan Shadily, Kamus inggris indonesia, (jakarta: PT.
Gramedia,1989), him. 448.

62 Asad M. Al Kalali, Kamus Indonesia Arab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), him. 453;
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kerja yang terjadi. Risiko kerja merupakan kemungkinan terjadinya hal-hal
yang tidak diinginkan berupa paparan potensi bahaya yang mengakibatkan
kecelakaan dan gangguan kesehatan dimulai dari pekerja memulai
pekerjaanya dan mengakhiri pekerjaannya.

Manajemen risiko merupakan serangkain prosedur dan metodelogi
yamh dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menukur, memantau dan
mengendalikan risiko yang akan timbul dari kegiatan usaha.®> Manajemen
risiko didefinisikan sebagai proses, mengindentifikasi, mengukur dan
memastikan risiko dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko
tersebut. Dalam hal ini manajemen risiko akan melibatkan proses-proses
metode dan teknik yang membantu manajer proyek memaksimumkan
probabilitas dan konsekuensi dari evet positif dan minimasi probabilitas dan
konsekuensi event yang berlawanan.

Dalam pekerjaan risiko sering terjadi terdapat jenis-jenis risiko
bahaya yang mungkin akan terjadi pada saat melakukan pekerjaan yaitu:

a. Risiko terjatuh

Terjatuh terjadi ketika pekerja kehilangan keseimbangan, terjatuh
bisa diakibatkan karena tidak adanya pembatas (ralling) yang menahan
orang jatuh.
b. Risiko terjepit

Risiko terjepit pada saat melakukan pekerjaaan itu terjadi pada
pekerja. Potensi bahaya sangat tinggi karena pada proses bekerja
menggunakan teknologi yang canggih seperti mesin. Pekerja harus
berhati-hati dalam melakukan pekerjaan serta menggunakan alat
pelindung diri agar aman.

c. Risiko cedera

6 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, Ed. 5, Cet. 9,
(Jakarta: Pt RajaGranfindo Persada, 2013), him. 255.
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Cedera merupakan dampak yang timbul karena seseorang telah
mengalami kecelakaan, cedera terbagi menjadi tiga jenis yaitu cedera
ringan ialah apabila akibat kecelakaanyang menyebabkan pekerja tidak
mampu melakukan pekerja semula, kedua cedera berat apabila akibat
kecelakaan menyebabkan pekerja tidak mampu melakukan pekerjaan
semula karena mengalami cedera, seperti luka berat, pingsan karena
kurang oksigen,keretakan tulang, dan patah tulang, ketiga meninggal
apabila kecelakaan yang mengakibatkan pekerja mati dalam waktu 24
jam terhitung dari waktu terjadinya kecelakaan tersebut.

d. Risiko kecelakaan alam

Risiko kecelakaan alam atau natural dapat berupa bencana alam
yang merupakan risiko yang dihadapi oleh siapa saja dan dapat terjadi
setiap saat tanpa diduga bentuk dan kekuatannya. Risiko alam dapat
berupa seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, agin atau badai.

e. Risiko terkena alat kerja

Risiko terkena alat kerja ini dipicu oleh lingkungan yang tidak
aman, risiko dalam melakukan pekerjaan saat terjadi karena saat
melakukan pekerjaan baik berat maupun ringan membutuhkan alat
bantu, jika pekerjaan tidak berhati-hati dapat menimbulkan dampak yang
sangat besar bagi keselamatan pekerja.

Kecelakan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan
tidak terduga yang dapat menimbulkan kurgian bagi pekerja atau perusahan
yang berupa waktu, harta benda, maupun korba jiwa yang terjadi dalam
suatu proses kerja industri atau yang berkaitan dengannya. Disebut tidak
terduga karena peristiwa Kkecelakaan tersebut tidak terdapat unsur
kesengajaan atau perencanaan, Kejadian ini juga dikatakan tidak diinginkan
atau diharapkan, karena setiap peristiwa kecelakaan kerja akan selalu
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menimbulkan kerugian finansial ataupun mental serta akan menimbulkan
kerugian dan kerusakan hingga menyebabkan gangguan proses pekerjaan.
3. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja

Pada dasarnya kecelakaan kerja adalah apa saja yang tidak
direncanakan atau yang tidak diharapkan tetapi ada sebab-sebabnya, sebab-
sebab tersebut perlu diketahui dengan jelas agar usaha keselamatan dan
pencegahan dapat ditangangni agar kecelakaan tersebut tidak terulang
kembali dan kerugian akibat kecelakaan dapat dihindari.

Secara umum penyebab kecelakaan kerja ada dua, yaitu faktor
manusia (unsafe action) adalah tindakan berbahaya dari pada tenaga kerja
yang mungkin dilatar belakangi oleh berbagai sebab seperti kurangnya
pengetahuan, mengakut beban berlebihan,bekerja dalam pengaruh alcohol
atau obat-obatan. Faktor kedua yaitu, faktor lingkungan (unsafe conditions)
adalah kondisi yang tidak aman dari mesein, peralatan pekerjaan,bahan,
proses kerja, lingkungan dan tempat kerja, hingga peralatan yang tidak layak
pakai. Berikut adalah foktor-faktor penyebab kecelakaan yaitu:

a. Faktor manusia
1) Usia
Keahlian terhadap kesiapsiagaan kecelakaan akan semakin
baik berdasarkan wusia, masa kerja, lama kerja manusia.

Meningkatnya usia juga mampu meningkatkan kesiapsiagaan dalam

menghindari kecelakaan kerja.

2) Jenis Kelamin

Laki-laki dan perempuan dapat dilihat berdasarkan fisik,
diantaranya kapasitas otot, imunitas, bentuk tubuh dan lainnya. Maka
dari itu terdapat hubungan terhadap peristiwa kecelakaan Kkerja
tertentu. Jawawi dalam penelitiannya mengatakan bahwa perempuan

kerap kali mendapati kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan.
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3) Masa Kerja

Aktivis dengan masa kerja cukup panjang mampu memiliki
lebih banyak kemahiran pada saat melakukan pekerjaan dari pada
aktivis dengan masa kerja dengan waktu yang singkat.
4) Pengetahuan

Pengetahuan atau ilmu adalah faktor penting untuk
mendorong seseorang dalam bertindak. Maka dari itu perilaku
dengan dasar pengetahuan lebih tahan lama dari pada tidak didasari
pengetahuan.
5) Sikap

Kegemaran seseorang dalam mengetahui, merasakan,
merespon, dan memiliki kepribadian terhadap suatu benda yang
merupakan lanjutan dari interaksi komponen kognitif. Sikap dapat
diukur dengan metode Skala Likert. Metode tersebut merupakan
uraian pilihan terhadap objek sikap dengan rentang satu sampai
empat yaitu ‘“sangat setuju”, “setuju”, “tidak setuju”, “sangat tidak
setuju”
6) Kepatuhan Terhadap Prosedur

Gambaran dari perilaku yang dipengaruhi faktor internal
maupun faktor eksternal yang cocok dengan ketentuan yang berlaku.
Kepatuhan terhadap prosedur yang berhubungan terhadap
keselamatan hukumnya wajib dilakukan.
. Faktor Manajemen
1) Reward and Punishment

Reward adalah pemulangan dengan arti positif dari perilaku
yang diinginkan, baik itu hadiah, perlakuan, hingga penghargaan.
Sedangkan punishment adalah efek yang menurunkan kemungkinan
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terjadinya suatu perlakuan, baik itu nasihat, penangguhan kenaikan
gaji, dan demosi jabatan.
2) Sosialisasi K3

Sosialisasi K3 adalah sebagian kecil dari promosi dari macam
edukasi selain pendidikan dan pelatihan.
3) Pengawasan

Pengawasan merupakan pemberian masukan berupa perintah,
pelatihan serta arahan kepada pekerja guna dapat mencari jalan
keluar dari masalah yang diakibatkan dari suatu pekerjaan serta
mendengar keluhkesah bawahan.
Faktor Lingkungan
1) Kebisingan

Hal yang tidak diinginkan pada saat proses kerja yaitu
kebisingan, karena mampu menurunkan kenyamanan pada saat
bekerja, mengganggu komunikasi pada saat bekerja, menurunkan
tingkat konsentrasi dan daya dengar serta mampu menyebabkan
ketulian yang diakibatkan dari kebisingan.  Sesuai terhadap
keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-51/MEN/1999
tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika yang ada di tempat kerja,
intensitas kebisingan yang disarankan yaitu 85 dbA bagi pekerja
dengan maksimal 8 jam kerja.
2) Suhu Udara

Temperatur perlu diperhatikan agar pekerja memiliki tingkat
produktivitas yang baik. Suhu rendah mampu meminimalkan
efisiensi keluhan kaku dan kurangnya koordinasi otot. Namun suhu
tinggi berdampak pada rendahnya prestasi kerja, dan mampu
mengganggu ketangkasan otak serta mengganggu koordinasi syaraf

dan motoris.



44

3) Penerangan
Tempat kerja memerlukan penerangan yang cukup agar mampu
menerangi alat-alat yang ada ditempat kerja. Maka dari itu perlu
diperhatikan kembali apakah objek terlihat oleh pekerja dengan
memperhatikan kondisi pencahayaan yang sesuai agar terhindar dari
kecelakaan kerja.
4. Jaminan Terhadap Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003

Pekerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13
tahun 2003 yaitu: pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah dan imbalan dalam bentuk klain.*

Perjanjian kerja bersama sebagai hasil musyawarah antara pengusaha
dan serikat pekerja, untuk lebih menjamin dan melindungi hak-hak pekerja.
Yang dimaksud perjanjian kerja bersama bedasarkan Pasal 1 butir 21 UU
No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan adalah perjanjian yang
merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh yang
tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dalam biadang
ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang
membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.®3

Jaminan kerja diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan yang merupakan badan hukum yang menyelenggarakan
program jaminan sosial untuk seluruh rakyat indonesia agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya vyang layak. Secara umum jaminan
ketenagakerjaan di bagi menjadi dua yaitu jaminan sosial dan jaminan

kesehatan.

%4Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Tentang Ketenagakerjaan

65 Aloysius Uwiyono, Dkk., Asas-Asas Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT RajaGrandifo
Persada, 2016), him. 70.
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a. Jaminan sosial (social security) dapat diartikan sebagai perlindugan
yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota atau warga untuk risiko
dan peristiwa tertentu dengan tujuan untuk menghindari terjadinya
peristiwa yang dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan, dan untuk
memberikan jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari
terjadinya peristiwa tersebut,serta jaminan untuk tunjangan keluarga
dan anak.%®

b. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau
iurannya di bayar oleh pemerintah. Jaminan kesehatan telah diatur
dalam Pasal 1 ayat 1 PP No. 12 tahun 2013.¢7

Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja meliputi:

a. Jaminan kecelakaan kerja

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima
jaminan kecelakaan kerja. Kecelakan kerja maupun penyakit akibat
kerja, merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan. Untuk menenggulangi hilangnya sebagian atau seluruh
penghasilan yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena
kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental maka tenaga kerja mperlu

adanya jaminan kecelakan kerja.

86 Sentano Kertoegoro, “Jaminan Sosial Dan Pelaksaannya Di Indonesia”, dalam
Zainal Asikin dan Agusfian Wahab (Eds), Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada, 2016), him. 99.

67 Peraturan Pemerintah Pasal 1 No 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
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Jaminan kecelakaan kerja telah di atur pada Pasal 8 (1) UU No. 3
tahun 1992 berbunyi “ tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja
berhak menerima jaminan kecelakaan kerja”¢®

Yang dijamin dalam jaminan kecelakan kerja meliputi:

1) Biaya pengangkutan
2) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan
3) Biaya rehabilitasi
4) Santunan berupa uang sementara tidak mampu bekerja, santunan
cacat sebagian untuk selama-lamanya, santunan cacat total baik
fisik maupun mental dan santunan kematian.
b. Jaminan kematian

Jaminan kematian yang disingkat dengan JKM adalah manfaat
uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika tenaga Kkerja
meninggal dunia baik karena kecelakaan kerja maupun diluar
pekerjaannya.

Yang mendapatkan jaminan kematian, yakni

1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan
kerja, keluarga berhak atas jaminan kematian.
2) Jamianan kematian sebagaimana meliputi biaya pemakaman,
santunan beruapa uang dan jaminan hari tua
c. Jaminan hari tua

Jaminan hari tua atau yang disingkat dengan JHT adalah manfaat
uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia
pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total, jaminan ini
dibayar secara sekaligus, berkala, atau sebagian kepada tenaga kerja
yang telah mencapai usia 55 tahun, atau cacat total tetap setelah
ditetapkan oleh dokter. Jaminan hari tua sebagaimana telah dimaksud

%8 Iman Seopomo, “Hukum Perburuhan Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan”.
(Djambatan 2001), him. 571
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dalam pasal 14 dapat dibayar sebelum tenaga kerja mencapai usia 55
tahun, setelah mencapai masa kepesertaan tertentu, yang telah diatur oleh
pemerintah.

d. Jaminan pemeliharaan kesehatan.

Jaminan pemelihara kesehatan adalah jaminan sebagai upaya
penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan, pemeliharaan
kesehatan yang dimaksud untuk menngkatkan produktifitas tenaga kerja
sehingga dapat melakukan tugas sebaik-baiknya yang merupakan upaya
kesehatan dibidang penyembuhan.

Yang akan di jamin dalam jaminan pemelihara kesehatan ialah
tenaga kerja, suami atau istri, dan dua anak yang berhak memperoleh
jaminan pemelihara kesehatan. Jaminan pemeliharan kesehatan
diselenggarakan seacara terstruktur, terpadu dan berkesinambungan,
serta bersifat menyeluruh, yang meliputi:

1) Pelayanan peningkatan kesehatan

2) Pencegahan

3) Pengobatan atau penyembuhan penyakit
4) Pemulihan kesehatan atau perawatan.

Jaminan tersebut dijalankan sesuai pasal 22 ayat 1 bahwa
pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran
yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga
kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu
yang telah ditetapkan denganh. peraturan pemerintah. Jaminan yang
dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada tenaga Kkerja
diselenggarankan program jaminan sosial tenaga kerja yang

pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
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Ketentuan wajibnya perusahaan dalam melindungi K3 diatur dalam
pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:®

Pasal 86

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan
atas:
a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
b. Moral dan kesusilaan
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan matabat

2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan
produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yyang
berlaku.

Pasal 87

1. setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan Kkerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja sebagaimana yang telah dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan peraturan pemerintah.

Semua hal diatas adalah wajib untuk dipenuhi perusahaan sebagai bagian
dari pemenuhan hak pekerja dalam perlindungan hak pekerja dalam hal
perlindungan atau jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai
amanat dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 bahwa Negara mengembangnkan
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan

tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

% Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Tentang Ketenagakerjaan



BAB TIGA
SISTEM RECOVERY DAN JAMINAN TERHADAP PETUGAS
DAMKAR BERDASARKAN TINGKAT RISIKO KERJA
YANG DIHADAPI
A. Gambaran Umum Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga
pemerintah Non Departemen yang melaksanakan tugas di daerah baik Provinsi
maupun Kabupaten. Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan
sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius pemerintah
indonesia dan dunia Internasional dalam manajemen penanggulangan bencana
menindaklanjuti situasi saat ini, pemerintah indonesia mengeluarkan Peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional
Penanggulagan Bencana (Bakornas PB). 7°

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh besar dibentuk pada
tanggal 19 Agustus 2009 berdasarkan Qanun kabupaten Aceh Besar No. 3 Thn
2009 yang kemudian direvisi sesuai dengan Qanun No. 15 Thn 2011 dengan
digabungkannya pemadam kebakaran dalam satuan BPBD kabupaten Aceh
Besar hingga saat ini Pemadam Kebakaran masih bergabung dengan BPBD
Kabpaten Aceh Besar.

Meskipun masih dibawah naungan BPBD Aceh Besar pemadam kebaran
sudah mempunyai 8 Pos yang berada di seluruh Kabupaten Aceh besar yakni di
Jantho yang merupakan kantor pusat, Suka Makmur yakni Pos Induk, Peukan
Bada, Baitul Salam, Seulimum, Lembah Selawah, Mesjid Raya dan Lhong.
dengan banyaknya tingkat kejadian kebakaran Maka pemerintah Kabupaten
Aceh Besar akan menambahkan 2 Pos lagi di daerah yang rawan akan

kebakaran yaitu didaerah kecamatan Kuta Baro dan Blang Bintang yang

70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan
Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.
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merupakan daerah yang sering mangalami kebakaran. Petugas pemadam
kebakaran kabupaten Aceh Besar yang awalnya merupakan hasil didikan dari
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, Maka dapat dilihat para petugas
pemadam kebakaran mempunyai dedikasi yang begitu luar biasa dalam
menjalankan tugasnya.”!

Dalam menjalankan tugas petugas pemadam kebakaran terdapat 68
Anggota yakni merupakan tenaga kontrak yang tersebar diseluruh Pos
Kabupaten Aceh Besar, setiap Pos berjumlah 8 anggota yang sistem kerjanya
berdasarkan tugasnya berikut tugas personil pemadam kebakaran yang terdiri
dari:

1. Komandan regu

a. Bertugas sebagai memimpin dan memberikan arahan pada apel pagi

dan briefing regu

b. Memberi arahan kepada kepada anggota

c. Mengatur dan mengawasi tugas anggota

d. Melaksanakan usaha-usaha untuk menanggulangi dan mengurangi

timbulnya bahaya kebakaran

e. Mengendalikan situasi dan kondisi sumber daya unit kerja selama

melaksanakan tugas siaga 24 jam.

f. Memberikan informasi secara tanggungjawab kepada personil piket

pengganti terhadap pelaksanaan tugas yang ditetapkan

g. Melaksankan tindakan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang

meliputi, pengendalian penjalaran  api, pencarian sumber
api,pemadam api dan penyelamatan /pertolongan jiwa dan harta

benda korban kebakaran

™ Hasil Wawancara Dengan Farhan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah BPBD Aceh Besar Tanggal 10 Juni 2021, Di Jantho
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. Operator

a.

Bertanggung jawab penuh dalam membantu tugas-tugas pemadam
kebakaran untuk penganturan dan pembentukan formasi personil
oprasional pemadam kebakaran.

b. Memberikan laporan bencana kebakaran dan penyelamatan dalam
1x24 jam kepada komandan regu
c. Bertanggung jawab penuh dalam peningkatan sumber daya manusia
yang profesionalisme pada petugas oprasional pemadam kebakaran
dan berkoordinasi dengan Komandan regu maupun Tim regu
d. Membantu pelaksanaan adminitrasi para petugas pemadam
kebakaran
. Driver
a. Mengemudi mobil pemadam kebakaran dengan baik dan benar saat
terjadinya kebakaran agar cepat sampai
b. Merawat dan menjaga mobil pemadam kebakaran
c. Mengechek kelayakan mobil agar tidak rusak
. Nozleman
a. lalah bertugas berada di bagian ujung yang mengarahkan Nozle
ketitik api
b. Bertugas mempersiapkan selang dan menggulung selang saat
pemadaman berhasil dilakukan
. Timregu
a. Melakukan pengecekan rutin terhadap tugas-tugas yang diberikan
(K3 pemegang unit, pemegang peralatan mesin) setiap melaksanakan
piket 24 jam
b. Menjaga dan merawat perlengkapan personil yang diterima dengan

baik, benar dan bertanggung jawab
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c. Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang
meliputi penyelamatan jiwa dan harta benda korban
d. Mentaati ketentuan disiplin pekerja, tata tertib Damkar, tugas dan
wewenang serta standar oprasional prosedur penanggulangan
kebakaran,penyelamatan binatang buas, banjir serta bencana lainnya
e. Selalu siap siaga dalam kejadian apapun
f. Menjaga kondisi fisik agar tetap prima selama melaksanakantugas 24
jam?2
Adapun daerah dan jumlah personil Pemadam kebakaran Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar yang berada disetiap
Kecataman Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tugas dan Jumlah Personil Pemadam Kebakaran BPBD Aceh Besar

Personil  Jantho Suka Selimum Lembah Baitul Mesjid Peukan Lhong

makmur selawah salam raya bada
Danur 1 i 1 1 1 1 1 1
Operator 1 1 1 1 1 1 1 1
Driver 2 2 2 2 2 2 2 2
Nazolema 1 1 1 1 1 1 1 1
Tim regu 4 4 4 4 4 4 4 4

Visi Dan Misi Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar
1. Visi Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Aceh Besar ialah
Terwujudnya masyarakat Aceh Besar yang siaga menghadapi bencana
2. Misi Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Aceh Besar
a. Memberdayakan dan menggerakan seluruh masyarakat untuk
membangun  kemandirian dan kesiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana baik masa sebelum bencana, saat bencana dan

pasca bencana

72 Sri Nurfitriani,” Strategi UPT Pemadam Kebakaran Dalam Menanggulangi Bencana
Kebakaran Hutan dan Lahan”, Skripsi Pekan Baru, Fakultas Ekonomi Dan IImu Sosial, 2020
him. 56
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b. Memperkuat kelemagaan, membangun koordinasi dan menjalin
kemitraan dengan semua lintas sektroal, baik swasta, LSM maupun
NGO lokal dan internasional dalam pelaksanaan penanggulangan
bencana baik pada sebelum bencana, saat bencana dan pasca
bencana.
c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen kecelakan kerja
d. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan kesadaran keluarga dan
masyarakat untuk menjaga lingkungan sebagai upaya meminimalisir
risiko kebakaran dan bencana lainnya’3
Dalam rangka pengelolaan suatu perusahaan atau pemerintahan agar
dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka diperlukan suatu struktur organisasi
karena dengan adanya struktur organisasi maka dapat dijadikan pedoman dalam
pembagian tugas disetiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing bagian
yang telah dibentuk. Meskipun belum terpisah dari BPBD Aceh Besar oleh
karena itu Pemadam kebakaran masih berada didalam strukrur organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar.

B. Bentuk Jaminan Atas Risiko Kerja Yang Dihadapi Petugas Pemadam
Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Aceh Besar

Risiko adalah kewajiban unuk memikul kerugian yang disebabkan oleh
suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang akan
meninmpa barang yang menjadi objek pekerjaaan maupun para pekerja.”*

Kecelakaan kerja kerap menimpa para petugas pemadam kebakaran bahkan

petugas pun tidak tau kapan kecelakaan tersebut terjadi, oleh sebab itu petugas

Pemadam kebakaran memerlukan perlindungan proteksi baik jiwa, harta, benda

73 Hasil Wawancara Dengan Siti Sapiah, Kabid Pencegah dan Kesiapsiagaan BPBD
Aceh Besar, Tanggal 12 Juni 2021, Di Jantho.

4 Subekti, Aneka Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), him. 92
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maupun pekerjaan untuk menjamin masa depan terhadap segala risiko yang
terjadi.

BPJS kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah yang bertugas
untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat
indonesia. dalam UU ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 menyatakan bahwa
setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan
kerja.” jika dilihat dari risiko yang akan menimpa petugas pemadam kebakaran
memerlukan perlindungan dan pertanggungan khusus dalam keselamatan dan
kesehatan kerja.

Dalam suatu Daerah APBD merupakan hal yang sangat mempengaruhi
pekerja terutama pekerja dibawah pemerintahan. Mengingat kurangnya APBD
Kabupaten Aceh Besar dan petugas pemadam kebaran masih berstatus kontrak
sehingga mengakibatkan petugas pemadam kebakaran tidak mendapatkan
jaminan ketenagakerjaan seperti:

1. Jaminan kecelakaan kerja
2. Jaminan hari tua
3. Jaminan pensiun
4. Jaminan kematian

Jika terjadi kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran tidak bisa
mengajukan klaim jaminan atas risiko kecelakaan tersebut karena petugas
pemadam kebakaran tidak diasuransikan oleh pemerintah baik berupa ASKES
maupun asuransi lainnya.”® Petugas pemadam kebakaran Aceh Besar belum bisa
mendapatkan ASKES dikarenakan semuanya masih berstatus tenaga kontrak
belum diangkat menjadi PNS. Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak yang

berwenang, bertanggung jawab penuh terhadap jaminan atas risiko yang akan

5 Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Pasal 86 Tentang Ketenagakerjaan

76 Hasil Wawancara Dengan Siti Sapiah, Kabid Pencegah dan Kesiapsiagaan BPBD
Aceh Besar, Tanggal 12 Juni 2021, di Jantho.
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dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran agar terjamin keselamatan dan
kesehatan pekerja.

Dari hasil wawancara dengan Andi petugas pemadam kebakaran
mengatakan bahwa Sempat mendapatkan jaminan ketenagakerjan pada tahun
2012 namun ditarik kembali karena menurunnya APBD Kabupaten Aceh besar
sehingga sampai sekarang petugas hanya mendapatkan BPJS kesahatan dan
tidak adanya Asunrasi untuk menjamin jiwa harta dan pekerjaan petugas
pemadam kebakaran. Dalam kontrak kerja tertulis bahwa pihak ketiga yakni
petugas pemadam kebakaran tidak bisa menggugat pihak kedua yaitu Badan
Penanggulangan Becana Daerah (BPBD) untuk menanggung jaminan
keselamatan dan kesehatan kerja para petugas.

Namun pemadam kebakaran badan penanggulangan bencana daerah
(BPBD) Kabupaten Aceh Besar sudah mencoba untuk mengajukan untuk
mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dari ASKES agar mendapatkan jaminan
yang lebih layak seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan
pensiun dan jaminan kemanitian. Adupun untuk diasuransikan dalam asuransi

agar saat bekerja petugas nyaman dalam bekerja.”’

C. Sistem Recovery dan Risiko Kerja Terhadap Petugas Pemadam
Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Aceh Besar

Setiap pekerjaan mempunyai risiko yang berbeda-beda salah satunya
petugas pemadam kebakaran dalam melakukan tugasnya petugas pemadam
kebakaran mempunyai risiko yang mengakibatkan kecelakaan kerja seperti
terjatuh, patah, cedera, hingga kematian. Untuk mecover semua kecelakaan dan

keselamatan kerja tersebut tentu pemerintah harus bisa memberikan pemulihan

77 Hasil Wawancara Dengan Andi petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar,
Tanggal 12 Juni 2021, di Jantho.
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atas kecelakan dan keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran. Sistem
recovery sangat dibutuhkan bagi petugas pemadam kebakaran untuk
mendapatkan kepuasan dan loyalitas petugas pemadam kebakaran terhadap
keselamatan dan kecelakaan kerja

Dari hasil wawancara dengan petugas pemadam kebakaran apabila

terjadi kecelakaan kerja seperti :

a. cedera

b. Patahnya tangan/kaki

c. Putusnya tangan dan kaki

d. Melepuhnya kulit

e. Cacat

f. Tersengat listrik

Bentuk recovery yang diberikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh
Besar kepada Pemadam kebakaran yaitu melalui BPJS kesehatan untuk
mengcover semua kecelakaan dan keselamatan kerja petugas hingga sampai
sembuh jika dilihat dari risiko pekerjaan petugas memiliki tingkat kecelakaan
kerja yang begitu besar. Namun bentuk recovery yang diberikan belum
sepenuhnya mengcover kecelakaan kerja dan tidak adanya pemberian ganti rugi
yang berupa dalam bentuk uang atas kecelakan kerja petugas Pemadam
kebakaran.

Petugas pemadam kebakaran dalam melakukan tugasnya sering kali
mengalami kecelakaan yang ringan seperti luka bakar karena terkena api atau
tergores dengan bangunan sekitar, dari kecelakaan tersebut petugas langsung
dilarikan ke klinik terdekat yang sudah bekerjasama dengan pemerintah untuk
pengobatan pengobatan petugas pemadam kebakaran. Jika terjadi kecelakaan
ringan tidak jarang petugas sering mengeluarakan biaya pengobatan dengan

memakai uang saku sendiri.
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Menurut salah satu petugas pemadam kebakaran kabupaten Aceh Besar
yang bernama Isralidyn yang mengalami kecelakaan kerja saat sedang bertugas
memadamkan api serta menyelamatkan warga yang mengalami kebakaran di
daerah Indrapuri Isralidyn mengalami kecelakaan kerja karna jatuhnya kayu
kebahu hingga mengakibatkan patahnya pundak lalu langsung dirujuk kerumah
sakit terdekat RSUD DR. Zainoel Abidin untuk mendapatkan pengobatan dari
kejadian tersebut Isralidyn hanya mendapatkan jaminan pengobatan melalui
BPJS kesehatan untuk megcover petugas hingga sembuh.”

Namun bagi pegawai yang mengalami cacat hidup akibat kecelakaan
kerja bila kemungkinan masih bisa bekerja akan dipindahkan dari unit pemadam
ditempatkan ke kantor bagian Adminitrasi. Isralidyn juga menambahkah bahwa
bagi pegawai yang mengalami kematian akibat kecelakaan kerja akan
mendapatkan santunan dari Bupati sebagai penghargaan atas Dedikasinya
selama ini dalam bekerja dan juga mendapatkan santunan suka rela dari pegawai
lainnya yang akan diserahkan kepada keluarga duka.”

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas pemadam kebakaran
atas Nama Mansur yang menggalami penyakit diluar pekerjaannya yaitu stroke
yang kemungkinan besar tidak bisa bekerja secara maksimal lagi mengingat
risiko kecelakaan kerja yang dihadapi sangat tinggi. Maka segala kebijakan akan
diserahkan kepada kepala BPBD untuk ditempatkan bekerja kebagian lainnya,
dikarenakan Pemadam kebakaran Aceh Besar kekurangan anggota. Namun
Mansur tidak memilih untuk Resign tetap ingin mengabdi dan memilih memberi
arahan kepada personil dikarenakan Mansur merupakan anggota yang

berpendidikan dan memiliki dedikasi yang begitu kuat dalam pekerjaannya.®°

78 Hasil Wawancara Dengan Isralidyn Anggota Pemadam Kebakaran BPBD Aceh
Besar, Tanggal 8 Juni 2021 di Jantho.

79 1bid

80 Hasil Wawancara Dengan Mansur Anggota Pemadam Kebakaran BPBD Aceh Besar,
Taggal 8 Juni 2021 di Jantho.
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Pemerintah sebaiknya melindungi petugas pemadam kebakaran
dengan jamian sosial tenaga kerja atau asuransi sejenisnya yang bisa mengcover
petugas jika terjadi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan sehingga petugas
bisa bekerja dengan aman dan terjamin. Dengan tidak adanya bentuk recovery
yang bisa mengcover risiko dan kecelakaan kerja petugas pemadam berharap
bisa mengcover dan melindungi tenaga kerja baik dibidang kesehatan maupun

pemulihan sistem manajemen risiko kerja.

D. Perspektif Akad Ijirah ‘Ala Al-‘Amdl Terhadap Sistem Recovery dan
Risiko Kecelakaan Kerja Petugas Pemadam Kebakaran Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar

Bekerja merupakan suatu kegiatan penting bagi kehidupan manusia
karena dengan bekerja maka orang tersebut bisa mendapatkan upah dan imbalan
untuk memenuhi hidupnya. Imbalan atau upah merupakan hasil yang diperoleh
oleh seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Namun dalam pekerjaan
tentunya mempunyai risiko yang akan dihadapi oleh pekerja, dengan adanya
risiko tentu pekerja harus dilindungi dengan jaminan agar terjamin dalam
bekerja.

Jaminan sangat dilindungi oleh negara karena jaminan merupakan suatu
hak yang harus diberikan sesegera mungkin agar tidak terjadi kecurangan
dikemudian hari apabila jika perjanjian yang dilakukan menggunakan perjanjian
lisan yang tidak ada bukti yang menjadi penguat apabila terjadi kecurangan
dikemudian hari, sehingga pemilik suatu usaha yang bergerak dibidang jasa,
diwajibkan untuk memberikan jaminan yang sesuai dan tepat waktu kepada para
pekerjanya, dan tidak mendhalimi para pekerja.

Sewa menyawa menurut figh muamalah biasanya dikenal dengan istilah
ijarah, secara umum lafadz ijarah mempunyai arti suatu imbalan atas
pemanfaaatan dari suatu benda atau imbalan atas suatu pekerjaan yang

dilakukan oleh seseorang atau aktivitas tertentu lainnya. Secara umum ijarah
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dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah ‘ala al-‘amal dan ijarah ala al-
manfaah, yang menjadi titik fokus penulis disini adalah ijarah ‘alo al- ‘amal.
ljarah ‘ala al-‘amal merupakan suatu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan
atau jasa, dalam ijarah ini bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara
mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.®! Dari pengertian
tersebut penulis berkesimpulan bahwa ada keterkaitan antara Perspektif ijarah
‘ala. al-‘amal dengan Sistem Jaminan Petugas Pemadam Kebakaran Badan
Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar.

Dalam konsep ijarah ‘alo. al-‘amal setiap risiko yang muncul dalam
penggunaan jasa memiliki konsekuensi berbeda-beda hal ini disebabkan bentuk
transaksi yang disepakati dan dilakukan oleh para pihak. Para ulama memiliki
perspektif yang berbeda-beda terhadap benuk pertanggungan risiko ijarah ‘ala
al- ‘amal tersebut karena secara prinsipil bentuk risiko, pihak yang menanggung
risiko, sistem pertanggungan risiko dan cara penanggulangannya memiliki cara
tertentu dan dijabarkan dalam berbagai cara sebagai konsekuensi pengunaan
akad ijarah ‘ala al- ‘amal.

Para fugaha juga menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang diperjanjikan
dalam akad semua risiko kecelakaan kerja ditanggung oleh musta jir karena hal
tersebut merupakan bagian dari objek ijarah ‘ala al-‘amal. Oleh karena itu
setiap ajir harus mampu meng-handle pekerjaan yang telah dipercayakan
kepadanya, setiap aspek dari pekerjaan tersebut harus diperhitungkan risiko dan
dampaknya terhadap para pekerja.

Menurut ulama malikiyah apabila risiko pekerjaan tersebut bersifat
melekat pada barang yang dikerjakannya, seperti chef, laundry, dan buruh kasar
seperti tukang bangunan, maka baik sengaja maupun tidak, segala kerusakan
menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti, karena berefek langsung

terhadap dari hasil pekerjaannya.

81 Nasroen haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Medika Pratama,2007), him.251
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Dari ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan

memberikan upah bekam kepada tukang bekamnya tersebut (H.R.

Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah akad transaksi
jjorah yang berkenaan dengan imbalan itu telah ada. Hadis ini telah menjadi
dasar diwajibkan pembayaran upah kepada seseorang setelah melakukan suatu
pekerjaan. Allah juga mengatur dalam al-Qur’an mengenai kewajiban
pembayaran upah, seperti disebutkan dalam surat at-Thalaq ayat 6, dalam surat
at-Thalaq tersebut menjadi landasan suatu kewajiban bagi seseorang yang telah
memakai tenaga orang lain untuk membayar tenaga mereka dengan kompensasi

atau imbalan.

|
w

155 30T K L2 O Y B0 ) 2 s o8 s oS gl o J6

ks dsE e Al g6

Ya’qub berkata, “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi)

bersama kamu, sebelum kamu kepadaku janji yang teguh atas nama

Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali

jikakamu dikepung (musuh).” Tatkala mereka memberikan janji mereka,

maka Ya’qub berkata, “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita
ucapkan (ini).”

Ayat diatas memuat tentang adanya pemberian jaminan. Jaminan
tersebut dilakukan dengan badan, karena mereka menjamin dan bertanggung
jawab kepada Nabi Ya’qub dengan badan mereka. Didalam kafalah juga
disebutkan seseorang menjamin pihak lain apabila terjadi suatu musibah dan

pihak penjaminlah yang bertanggung jawab secara keseluruhan

82 Al-Imam Abi Khusain Salim Ibn al-hajar Ibnu Muslim al-qusayyi an-naisaburi, al-
Jami’u al-Shahih, Juz 11, (Beirut, Libanon; Dar al-kitabah al-ilmiyah) HIm. 93
8 Al-Qur’an At-thalaq : 6
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Adapun keterkaitan antara konsep ijarah ‘ala al-‘amal dengan dengan
sistem recovery dan risiko kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran di
BPBD Aceh Besar yaitu pada pemberian recovery kecelakan kerja, dimana
jaminan yang diberikan atas jasa seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan.
Oleh karena itu pemberian jaminan atas kecelakan kerja petugas pemadam
kebakaran dapat digolongkan kepada konsep ijaras ‘ala al- ‘amal dalam figh
muamalah.

Setiap petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar yang mengalami
kecelakan akibat kerja baik kecelakaan ringan maupun berat seperti terjatuh dari
atap bangunan, runtuhnya bangunan, terluka, cacat hingga kematian petugas
tidak mendapatkan recovery khusus atas kecelakaan tersebut namun petugas
akan diobati hingga sembuh melalui BPJS kesahatan.

Dalam akad ijaras ‘ala al- ‘amal adanya syarat dan rukun bagi setiap
pemberi kerja maupun pekerja harus memiliki sifat kerelaan, kejujuran dan
transparansi agar tidak adanya kesenjangan bagi kedua belah pihak hingga
sama-sama merasa aman dan nyaman saat bekerja, dengan tidak adanya
recovery dan ketidakjelasaan atas jaminan kecelakaan maupun kesehatan bagi
petugas pemadam kebakaran di BPBD Aceh Besar sehingga terdapat
ketidaksesuaian dengan konsep akad ijaras ‘ala al- ‘amal.

Pemberian jaminan terhadap petugas pemadam kebakaran Aceh Besar
tentu jelas belum sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tentang
pemberian jaminan tenaga kerja pada pasal 86 ayat 1 dan 2 yang berbunyi
“bahwa setiap pemberi kerja haruslah menyidiakan fasilitas penunjang
kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/buruh yang mereka
pekerjakan”.® Adapun praktek pemberian jaminan yang diberikan kepada

petugas berupa BPJS Kesehatan dan tidak adanya kompensasi lain seperti uang

84 Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Pasal 86 Tentang Ketenagakerjaan
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maupun tunjangan walaupun tingkat risiko yang dialami sanggat tinggi sehingga
belum bisa mengcover semua risiko yang dialami oleh petugas pemadam
kebakaran BPBD Aceh Besar agar bisa bekerja dengan aman dan terjamin.

Pemberian jaminan kepada tenaga kerja sudah diatur dalam undang-
undang ketenagakerjaan yakni pemberian jaminan berupa jaminan kecelakaan
kerja, jaminan kesehatan dan Jaminan kematian. Namun dalam pemberian
jaminan dalam bentuk alat pelindung diri kepada petugas pemadam kebakaran
BPBD Aceh Besar sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Dinas
pemadam kebaran BPBD Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu pasukan
yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan dan
menanggulangi bencana terhadap masyarakat kabupaten Aceh Besar.

Dalam melindungi dan menyelamatkan masyarakat serta anggota
pemadam kebakaran dari bahayanya risiko kecelakaan kerja yang akan dihadapi
BPBD Aceh Besar menerapkan sistem perlindungan dan Recovery terhadap
petugas pemadam kebakaran dalam bentuk memberikan sosialisasi akan
pentingnya keselamatan dan kesehatan petugas walaupun belum sepenuhnya
bisa mecover petugas dari keselamatan akibat kecelakaan kerja setidaknya bisa
melindungi petugas. selain itu petugas pemadam kebakaran diwajibkan
menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar seperti :

1. Pelindung wajah (Face Shield)
Sepatu karet (shoes boot)
Sepatu pelindung (Safety Shoes)
Pakaian pelindung
Sarung tangan
Helm pelindung (Helm safety)
Masker (Respirator)
Tali pengaman (safety harnes)
Penutu telinga (Ear Plug/Ear Muff)

© © N o g bk~ DN
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10. Kaca mata (safety glasses)

Alat perlindungan diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan
saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja
itu sendiri dan orang yang berada disekelilingnya. Kewajiban itu sudah
disepakati oleh pemerintah melalui Departement tenaga kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia. hal ini tertulis dalam Peraturan Mentri Tenga Kerja dan

Transmigrasi No. Per.08/Men/V11/2010 tentang perlindungan diri.®

85 Peraturan Mentri No 08/Men/V11/2010 Tentang Perlindungan Diri



BAB EMPAT
PENUTUP

Dalam bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari seluruh
pembahasan di atas dan mengajukan beberapa rekomendasi saran sebagai
perbaikan untuk kedepannya.
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar dalam pemberian
jaminan kecelakaan kerja hanya mendapatkan BPJS kesehatan dan
santunan. petugas tidak menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja dan
tidak mendapatkan jaminan dari ASKES karena petugas pemadam
kebakaran BPBD Aceh Besar semuanya masih berstatus tenaga kontrak,
jika terjadi kecelakaan kerja maka petugas tidak bisa mengajukan klaim
atas jaminan kecelakaan kerja yang dialami karena petugas tidak di
asuransikan oleh pemerintah. Mengingat dana Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar masih dibawah anggaran maka pemerintah tidak bisa
memberikan Asuransi kepada petugas agar terjamin keselamatan dan
kesehatan saat bekerja

2. Jika terjadinya kecelakaan kerja ringan maupun berat seperti luka,
cedera, patahnya anggota tubuh saat bekerja maupun diluar pekerjanya
tidak adanya recovery khusus yang diberikan namun pemadam
kebakaran BPBD Aceh Besar mengcover petugas dengan BPJS
kesehatan hingga pulih, petugas tidak mendapatkan kompensasi berupa
uang untuk mengcover semua kecelakaan kerja yang dihadapi.

3. Perspektif akad ijaras ‘alo al-‘amal mengenai sistem Recovery risiko
kerja dan jaminan terhadap petugas pemadam kebakaran bedasarkan
analisi penulis terdapat kesesuain dan ketidaksesuain. Adapun
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ketidaksesuaian dalam akad ijarak ‘ala al-‘amal dimana tidak terpenuhi
syarah sah akad ijarah ‘ala al-‘amal sehingga terdapat ketidakjelasan
sistem recovery dan pemberian jaminan terhadap kecelakaan kerja
kepada petugas pemanadam kebakaran BPBD Aceh Besar. Namun
dalam pemberian alat pelindung diri dan alat kerja yang memenubhi
standar sehingga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja yang
berkakibat fatal bagi petugas pemadam kebakaran, adapun yang belum
sesuai pada pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum
sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 sehingga belum bisa

menjamin petugas pemadam kebakaran saat bekerja di lapangan.

B. Saran
1. Pemerintah kabupaten Aceh Besar sebaiknya melindungi petugas

pemadam kebakaran dengan jaminan sosial tenaga kerja atau asuransi
sejenisnya yang bisa mengcover petugas jika terjadi kecelakan kerja.
Meningkatkan upaya k3 ( keselamatan dan kesehatan kerja) melalui
pendidikan dan pelatihan mengenai alat pelinndung diri sehingga
mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat kerja atau penyakit (cacat)
akibat kecelakaan kerja sehingga diharapkan bisa memberikan
kesejahteraan bagi tenaga kerja.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu menambahkan dana untuk
pemadam kebakaran agar bisa menambahkan insentif yang diberikan

kepada petugas oprasional yang turun kelapangan.
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PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem  Recovery Risiko Kerja Pemadam
Kebakaran Dalam Perspektif Akad [jarah ‘Ala
Al-‘Amal(Study Tentang Implementasi Jaminan
Dan Risiko Kecelakaan Kerja Pada Damkar
BPBD Aceh Besar)

Waktu Wawancara : 11.00- selesai
Hari/Tanggal : Selasa/ 13 Juli 2021
Tempat : Jantho

Orang Yang Diwawancarai : Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data
terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan
dibuka di di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang
diawawancarai.
Daftar Pertanyaan Wawancara
1. Gambaran umum Damkar Badan penanggulangan bencana daerah BPBD
Aceh Besar
2. Jaminan apa yang diberikan kepada petugas Damkar yang mengalami
kecelakaan kerja
3. Apakah jaminan tersebut sudah sesuai dengan UU 13 tahun 2003 tentang
ketenagakaerjaan/keselamatan kerja
4. Bagaimana sistem recovery dan manajemen kerja yang diterapkan
kepeda petugas Damkar
5. Bagaimana bentuk pertanggungan klaim jaminan atas kecelakaan kerja
yang dihadapi oleh petugas Damkar
6. Kecelakaan kerja apa sajakah yang akan di tanggung atau dijaminan oleh
BPBD Aceh Besar
7. Apakah petugas diasursnsikan dalam asursnsi kecelakaan kerja
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PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem  Recovery Risiko Kerja Pemadam

Kebakaran Dalam Perspektif Akad [jarah ‘Ala
Al-‘Amal(Study Tentang Implementasi Jaminan
Dan Risiko Kecelakaan Kerja Pada Damkar
BPBD Aceh Besar)

Waktu Wawancara : 11.00- selesai
Hari/Tanggal - Senin/ 21 Juli 2021
Tempat : Peukan Bada

Orang Yang Diwawancarai : Petugas Pemadam Kebakaran

Tujuan

wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data

terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan

dibuka

di di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang

diawawancarai.

10.

Daftar Pertanyaan Wawancara

Apa saja risiko yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran
Apakah penyebab terjadinya risiko kecelakaan kerja bagi petugas
pemadam kebakaran

Kecelakaan kerja apakah yang sering dialami saat bertugas

Apakah dalam menjalankan tugas petugas mengalami kendala
Jaminan seperti apakah yang diberikan oleh pihak BPBD kepada
petugas Damkar

Jika terjadi kecelakaan kerja apa tahap pertama yang dilakukan

Jika terjadi cacat/lumpuh bagaimana bentuk recovery yang diberikan
Apakah jaminan yang diberikan bisa mengcover semua risiko yang
akan diterima

Bagaimana bentuk klaim jaminan yang diberikan kepada petugas jika
mengalami peristiwa kecelakaan kerja.

Apakah sistem pemberian jaminan dan APD sudah memenuhi standar



Nama/NIM

Tempat/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin
Pekerjaan
Agama
Kebangsaan
Status

Alamat

Email

Orang tua
Nama Ayah
Nama ibu

Alamat

Pendidikan
SD/MI
SMP/Mts
SMA/MA

Perguruan Tinggi
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: Islam

: Indonesia

: Belum Menikah

: Desa Cot-preh Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh

Besar

: 170102038 @student.ar-raniry.ac.id

: Alm. Bukhari
: Marziah

: Desa Cot-preh Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh

Besar

: MIN Bungcala Tahun 2005-2011

: SMP Abulyatama Tahun 2011-2014

: SMA Abulyatama Tahun 2014-2017

: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi
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Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Juli 2021

Nuramalya



